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Sinjai Timur )
Pokok masalah penelitian ini adalah terdapat sejumlah warga di Kecamatan
Sinjai Timur yang tidak mendapat ganti rugi atas tanahnya yang dibebaskan untuk
kepentingan umum. Padahal dalam undang-undang dengan jelas menegaskan bahwa
disetiap pelepasan tanah untuk kepentingan umum, maka akan ada ganti rugi yang
diberikan. Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa sub
masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu : 1) Bagaimana proses pembebasan hak
milik atas tanah di Kecamatan Sinjai Timur? 2) Bagaimana standar penentuan ganti
rugi pembebasan hak milik atas tanah di Kecamatan Sinjai Timur? 3) Faktor-faktor
apakah yang menghambat pelaksanaan pembebasan hak milik atas tanah di
Kecamatan Sinjai Timur?
Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Adapun
sumber data penelitian ini bersumber dari bahan data primer dan bahan data sekunder.
Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan
mengelolah data primer yang bersumber dari Pegawai/Staf Badan Pertanahan
Kabupaten Sinjai dan Masyarakat di Kecamatan Sinjai Timur.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Proses pembebasan hak milik atas
tanah di Kecamatan Sinjai Timur pada saat musyawarah pertama tidak terjadi
kesepakatan dikarenakan ketidaksesuaian antara jumlah ganti rugi yang ditawarkan
dengan jumlah ganti rugi yang diinginkan pemilik tanah, dan barulah terjadi
kesepakatan antara pemerintah dengan pemilik tanah setelah dilakukan musyawarah
yang ketiga kalinya. 2). Standar penentuan ganti rugi pembebasan hak milik atas
tanah di Kecamatan Sinjai Timur untuk pelebaran jalan yaitu pendekatan penilaian
yang digunakan sesuai dengan harga pasar yang berlaku. 3).Faktor penghambat
pembebasan tanah adalah adanya sengketa mengenai kepemilikan atas tanah,
banyaknya warga yang tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah yang
diklaim sebagai miliknya, adanya pihak ketiga yang memanfaatkan dengan mencari
keuntungan dari pelepasan tersebut.
Implikasi penelitian yaitu 1). Bagi peneliti, agar kiranya proses dan hasil
penelitian ini dapat menambah pengetahuan ilmiah yang berharga sehingga dapat
meningkatkan pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai proses,
ganti rugi serta penghambat pembebasan hak milik atas tanah. 2). Bagi masyarakat,
hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi rujukan untuk




Tanah merupakan kebutuhan pokok bagi setiap makhluk hidup. Manusia,
hewan, tumbuhan membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal dan berpijak. Bagi
tanah juga berfungsi sebagai sumber kehidupan bagi mereka yang mencari nafkah
melalui usaha pertanian dan perkebunan, berdagang serta sebagai tempat pemakaman
saat manusia meninggal dunia. Saat ini kompleksnya kebutuhan manusia
menyebabkan semakin kompleks pula aktivitas yang berkembang di masyarakat.
Tanah menjadi suatu objek penggerak ekonomi bagi manusia maupun Negara yang
penggunannya tidak dapat dipisahkan dari politik dan hukum, sekaligus memiliki
fungsi untuk mewujudkan kehidupan bersama.1
Di dalam Al-Quran banyak ditemukan ayat-ayat yang berbicara tentang
bumi/tanah sebagai karunia Allah swt kepada manusia. Hal ini di tunjukkan dengan
banyaknya kata al-ard diungkap oleh Alquran, seperti yang terdapat di dalam QS.
An-Nahl:16/65:
1 Bambang Tri Cahyo, Ekonomi Pertanahan, (Yogyakarta: Liberty, 1983), h.16.
2Terjemahnya :
“Dan Allah menurunkan air (hujan) dari langit dan dengan air itu dihidupkan-
Nya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu benar-




“Dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari
langit, lalu dengan (air hujan) itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering);
dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi
kaum yang mengerti”.3
Ada tiga kata yang disebutkan Allah swt tentang tanah di dalam Al-quran, di
samping kata al-ard kata yang banyak juga di singgung adalah at-tin kemudian kata
at-turab yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti tanah.
Memperhatikan ayat-ayat yang berbicara tentang tanah diatas, setidaknya ada 3 point
yang menarik untuk dikaji. Pertama, tanah merupakan karunia Allah SWT yang
diciptakan-Nya untuk kepentingan dan kebahagiaan manusia. Kedua, tanah tepatnya
saripati tanah merupakan asal penciptaan manusia. Ketiga, tanah merupakan harta
2 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Edisi Baru
(Surabaya: Duta Ilmu, 2002), h. 373.
3 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Edisi Baru
(Surabaya: Duta Ilmu, 2002), h. 718.
3kekayaan yang dapat dimiliki dan dikuasai manusia dengan cara-cara yang telah
ditentukan. Sehubungan dengan hal yang disebut terakhir yaitu at-turab adalah
menarik untuk dikaji lebih lanjut terutama berkenan dengan hak milik, pelepasan hak
milik dan ganti rugi atas pelepasan tersebut. Kendati pun tanah sebagai harta
kekayaan yang dimiliki pribadi, namun tanah juga memiliki fungsi sosial.4
Bagi bangsa Indonesia tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan kekayaan nasional, serta hubungan antara bangsa dan tanah bersifat abadi.
Oleh karena itu harus dikelolah secara cermat pada masa sekarang maupun masa
yang akan datang.
Sebagai upaya perwujudan untuk memajukan kesejahteraan umum
sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dilaksanakan pembangunan
nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan Indonesia seutuhnya dan
pembangunan seluruh rakyat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan
pembangunan kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah dalam suatu masyarakat
Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila.
Pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka memnuhi amanat
pembukaan UUD 1945 dari tahun ke tahun terus meningkat. Bersamaan dengan itu,
jumlah penduduk terus bertambah, dan sejalan dengan semakin meningkatnya
pembangunan dan hasil-hasilnya yang mengakibatkan semakin beragam pula
kebutuhan penduduk itu.
4K. Wancik Saleh, Hak Atas Tanah, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1977), h. 10.
4Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling
dasar. Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena
itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan guna kepentingan umum.
Perkembangan pembangunan di Indonesia semakin hari semakin meningkat.
Kegiatan gedung sekolah sekolah inpres, rumah sakit, pasar, stasiun kereta api,
tempat ibadah, jembatan, pengadaan berbagai proyek pembuatan dan pelebaran jalan
serta pembangunan lainnya memerlukan tanah sebagai sarana utamanya. Persoalan
yang kemudian muncul adalah bagaimana mengambil tanah kepunyaan masyarakat
untuk keperluan proyek pembangunan. Hal ini memang menyangkut persoalan yang
paling controversial mengenai masalah pertanahan. Pada satu pihak tuntutan
pembangunan akan tanah sudah sedemikian mendesak sedangkan pada lain pihak
sebagian besar warga masyarakat juga memerlukan tanah sebagai tempat pemukiman
dan tempat mata pencahariannya.
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Bumi, air, serta kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Makna yang terkandung dalam pasal tersebut
adalah sebagai berikut: Pertama, Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya. Kedua, Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketiga,
tanah memiliki arti yang strategis bagi kehidupan bangsa karena tanah merupakan
cabang produksi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak.
UUD 1945 tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan hak
menguasai Negara. Hak menguasai Negara menurut UUD 1945 haruslah dilihat
5dalam konteks hak dan kewajiban Negara sebagai penguasa yang mempunyai makna
bahwa Negara memiliki kewenangan sebagai “pengatur”, “perencana”, “pelaksana”,
“pengawas” terhadap pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya alam.
Negara juga mempunyai kewajiban untuk menggunakan kewenangannya tersebut
demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.5
Sebagai wujud nyata dari pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka
lahirlah Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam pasal 2
ayat (1) Undang-Undang pokok Agararia ini disebutkan bahwa: “Bumi, air dan ruang
angkasa termasuk kekayaan alam didalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai
oleh Negara sebagai kekuasaan seluruh rakyat”. Melalui hak menguasai dari Negara
inilah maka Negara selaku badan penguasa akan dapat senantiasa mengendalikan atau
mengarahkan pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada, yaitu
dalam lingkup penguasaan secara yuridis yang beraspek publik.6Kemudian dalam
pasal 6 UU No.5 tahun 1960 juga menegaskan bahwa: “ semua hak atas tanah
mempunyai fungsi sosial”.7
Dengan demikian berdasarkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan pasal 6 UU
N0.5 tahun 1960 diatas, maka jelaslah bahwa tanah apapun itu jika berbenturan
5 Erna Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto, Hak Atas Tanah dan Peralihannya, (Yogyakarta :
Liberty, 2013), h.16-17.
6 Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi
Agraria), (Yogyakarta : Citra Media, 2007), h.5.
7 Bernhard Limbong, Politik Pertanahan, (Jakarta : Margaretha Pustaka, 2014), h.50.
6dengan kepentingan sosial atau kepentingan umum maka tanah tersebut harus
dilepaskan atau dibebaskan. Bahkan tanah yang merupakan hak milik sekalipun yang
dimana hak milik dikatakan hak yang paling tinggi dari hak atas tanah lainnya karena
sifatnya terkuat, turun-temurun, maka itu pun harus dilepaskan jika kepentingan
umum menghendakinya, mengingat bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi
sosial.
Selanjutnya, setelah masyarakat menyerahkan tanahnya untuk kepentingan
umum tersebut maka masyarakat memiliki hak untuk menerima ganti rugi dari
Pemerintah. Hal ini disebutkan pada:
1. Undang-Undang No.2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum pasal 1 butir 2 yang berbunyi “pengadaan tanah
adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang
layak dan adil kepada pihak yang berhak”.
2. Peraturan Presiden nomor 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pasal 1 butir 1 yang
berbunyi “pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah
dengan cara memeberikan ganti rugi kepada yang berhak atas tanah tersebut”.
3. "Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum pasal 1 butir 1 yang berbunyi
“Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan
cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah,
7bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah”8. Hal ini
bersesuaian dengan semangat hukum pertanahan Indonesia yang menyatakan
bahwa tanah harus memiliki fungsi sosial. Disini jelas dikatakan bahwa ketika
masyarakat melepaskan tanahnya maka akan ada ganti kerugian.9
Namun pada kenyataannya berdasarkan pengamatan sendiri di Kabupaten
Sinjai tepatnya di Kecamatan Sinjai Timur terdapat masyarakat yang tidak
mendapatkan ganti kerugian dari Pemerintah atas tanahnya yang dibebasakan untuk
kepentingan umum. ini artinya bahwa ada hak-hak warga atau masyarakat yang tidak
ditunaikan oleh Pemerintah, dimana masyarakat berkewajiban melepaskan tanahnya
namun disisi lain tidak mendapatkan ganti kerugian. Padahal dalam undang-undang
dengan jelas menegaskan bahwa disetiap pelepasan tanah untuk kepentingan umum
maka akan ada ganti rugi yang diberikan.
Dilatarbelakangi oleh kenyataan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti
masalah ini dan mentransformasikan permasalahan tersebut ke dalam skripsi yang
berjudul: “Pembebasan Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Di Kecamatan Sinjai
Timur).”
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus
Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka tercapailah suatu pointer fokus
sebagai representasi dari fokus penelitian yaitu mengenai pembebasan hak milik atas
tanah. Adapun deskripsi fokus antara lain:
8Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi,
(Jakarta: Buku kompas, 2007 ), h. 103.
9Adrian Sutedi, Implemetasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 45.
81. Pembebasan adalah proses, cara, perbuatan melepaskan sesuatu.
2. Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan
untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak bertentangan
dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan
yang mempunyai wewenang untuk itu asal tidak mengganggu hak orang lain,
kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu
untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak
dan menurut ketentuan undang-undang.10
3. Tanah adalah permukaan bumi dengan kedalaman tertentu di bawah dan
ketinggian tertentu di atas, merupakan luasan yang berkaitan dengan ruang
(spatial context).11
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi
permasalahan pokok dalam penulisan Skripsi ini adalah bagaimana pembebasan hak
milik atas tanah di Kecamatan Sinjai Timur. Adapun sub-sub masalah yang akan
dikaji yaitu:
1. Bagaimana proses pembebasan hak milik atas tanah di Kecamatan Sinjai
Timur?
2. Bagaimana standar penentuan ganti rugi pembebasan hak milik atas tanah di
Kecamatan Sinjai Timur?
10 Bernhard Limbong, Politik Pertanahan, h. 55.
11 Bernhard Limbong, Politik Pertanahan, h. 24.
93. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan pembebasan hak milik
atas tanah di Kecamatan Sinjai Timur?
D. Kajian Pustaka
Penelitian dengan tema pembebasan hak milik atas tanah bukan merupakan
suatu hal yang sama sekali baru. Banyak para peneliti terdahulu yang telah
melakukan penelitian dengan tema permasalahan ini. Diantaranya adalah penelitian
yang dilakukan oleh Soedharyo Soimin.
Dalam bukunya yang berjudul Status Hak Atas Dan Pembebasan Tanah,
Soedharyo Soimin menjelaskan tentang aspek hukum pembebasan tanah untuk
pembangunan dengan ganti rugi.12
Buku karangan R. Soehadi dengan judul Penyelesaian Sengketa Tentang
Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Di dalamnya dijelaskan
bahwa UUPA menghendaki supaya hak atas tanah yang dipunyai oleh seserorang
atau badan hukum tidak boleh dipergunakan semata-mata hanya untuk kepentingan
pribadi dengan sewenang-wenang tanpa menghiraukan kepentingan  masyarakat atau
dengan menelantarkan tanah tersebut, sehingga tidak ada manfaatnya dan dapat
merugikan masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan
sifat dari hak itu, sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan negara.
Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, akan tetapi adanya fungsi sosial ini
12Soedharyo Soimin, Status Hak Dan Pembebasan Tanah (Cet, I; Jakarta: Sinar Grafika,
2001), h. 71-78.
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tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan dikesampingkan, melainkan tetap
dilindungi.13
Adrian Sutedi dalam bukunya Implementasi Prinsip Kepentingan Umum
Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Adrian menjelaskan bahwa
pembayaran ganti rugi harus diberikan kepada orang yang berhak atas tanahnya,
harus dilakukan secara tunai dan dibayarkan langsung kepada yang berhak. Di
samping itu penampungan bagi orang yang hak atas tanahnya dicabut harus
diusahakan sedemikian rupa agar mereka yang dipindahkan itu tetap menjalankan
kegiatan usahanya mencari nafkah kehidupan yang layak seperti sebelumnya.14
Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lanjutan dan pendalaman
dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Letak
perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada analisis yang
digunakan oleh peneliti yaitu analisis kualitatif, dengan menggunakan data yang
dikumpulkan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata yang diperoleh dari hasil
wawancara dan catatan pengalaman lapangan mengenai pembebasan hak milik atas
tanah.
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
13 R. Soehadi, Penyelesaian Sengketa Tentang Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang
Pokok Agraria (Surabaya: Karya Anda, 1998), h. 44-45.
14 Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan, h. 86.
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1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembebasan hak milik atas tanah di
Kecamatan Sinjai Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana standar penentuan ganti rugi pembebasan hak
milik atas tanah di Kecamatan Sinjai Timur.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan
pembebasan hak milik atas tanah di Kecamatan Sinjai Timur.
Sedangkan terkait kegunaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan
bermanfaat sebagai:
1. Media pengetahuan dan wawasan baru bagi para mahasiswa/mahasiswi yang
berminat mengkaji problematika pembebasan hak milik atas tanah.
2. Masukan bagi perkembangan Hukum Perdata khususnya Hukum Pertanahan




A. Pengertian Pembebasan Hak Milik Atas Tanah
Istilah “pembebasan tanah” muncul seiring terbitnya Peraturan Dalam Negeri
Nomor 15 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan
tanah. Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan pada tanggal 13 Desember 1975, dan sekaligus mencabut berlakunya
Bijblad Nomor 11372 jo. Bijblad Nomor 12476 dan lain-lain Peraturan perundangan
yang berkaitan dengan pembebasan dan pemberian ganti rugi atas tanah untuk
keperluan Pemerintah.
Memperhatikan format dan muatan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 1975, maka banyak keganjilan mulai dari konsederans sampai
dictum, juga dari materi muatannya dan formalitasnya, sehingga banyak kritik yang
disampaikan berbagai pihak ketika dibahas dan dianalisis dalam berbagai forum
ilmiah termasuk juga banyak menuai protes dalam pelaksanaan atau operasionalnya.
Dari sisi konsiderannya dapat dikomentari antara lain sebagai berikut :
Pertama, peraturan ini tidak mendefinisikan secara jelas keperluan dan
kepentingan yang dapat dilakukan dengan pembebasan tanah ini, antara lain hanya
menyebut untuk memenuhi kebutuhan akan tanah dalam usaha-usaha pembangunan,
khususnya untuk keperluan pemerintah.
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Seharusnya ketentuan pembebasan tanah ini pelaksanaanya dilakukan oleh
atau dengan bantuan Panitia Pembebasan Tanah yang dibentuk oleh Pemerintah yang
anggotanya semua dari unsur Pemerintah yang berkaitan dengan pertanahan,
pertanian, kehutanan, perpajakan, pembangunan, perhubungan, industri,
perumahan/pemukiman, perpajakan, dan anggaran atau keuangan. Selain itu harus
secara jelas ditentukan bentuk kegiatan pembangunan untuk kepentingan yang
membutuhkan tanah, juga mengenai pengertian kepentingan umum sehingga jelas
kriteria dan kegunaannya. Dalam hal itu perlu ada penjaringan yang jelas dan rinci
sehingga terhindar dari penyalahgunaan kepentingan yang dilakukan oleh oknum
Pejabat dan/atau Panitia Pembebasan Tanah.
Kedua, ketentuan tentang pengambilan tanah untuk kepentingan
Pemerintah/Instansi sejak zaman penjajahan sampai dengan tahun 1961 masih
berpedoman pada ketentuan Bijblad Nomor 11372 jo Bijblad Nomor 12476. Tetapi
sejak tahun 1961 ketentuan Bijblad Nomor 11372 jo Bijblad Nomor 12476 sudah
dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi dan diperintahkan untuk diadakan
peraturan yang baru karena tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan
pembangunan. Maka sejak tahun 1961 tidak ada aturan yang dapat dijadikan dasar
atau pedoman apabila Pemerintah berkeinginan memperoleh tanah bagi pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum. Hal ini sebagai salah satu faktor yang
menjadi dasar pertimbangan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15
Tahun 1975. Bijblad Nomor 11372 jo. Nomor 12476 diterbitkan oleh Kepala
Pemerintahan Tertinggi (Gubernur Jenderal) Hindia Belanda yang diatur dalam
Goveronements Besluit. Dengan demikian kedudukan Bijblad Nomor 11372 jo
Bijblad Nomor 12476 sederajat dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan
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Presiden, karena yang membentuk atau menerbitkan adalah Kepala Pemerintah
Tertinggi Hindia Belanda (Gubernur Jenderal). Apabila dianalisis formalitas dan
materi muatannya, Bijblad tersebut layak menjadi Peraturan Presiden atau Peraturan
Pemerintah, bahkan Undang-Undang tentang Pembebasan Tanah untuk Kepentingan
Umum.
Ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 meskipun
mencantumkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dalam konsideran dasar
hukumnya, tetapi tidak menyebutkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961.
Padahal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tersebut merupakan peraturan
pelaksanaan pasal 18 UUPA yang mengatur tentang pencabutan hak atas tanah.
Peniadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 ini seolah-olah dimaksudkan agar
semua orang yang tanahnya diperlukan atau dibebaskan, harus dilepaskan dan tidak
boleh ada yang menolaknya. Selain itu juga harus menerima besarnya ganti kerugian
yang ditetapkan dan diberikan oleh Panitia Pembebasan Tanah. Selain itu juga
pelaksanaan pembebasan tanah harus dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.
Seharusnya Bijblad Nomor 11372 dan Bijblad Nomor 12476 serta Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1961 dapat dijadikan landasan hukum atau pedoman
Peraturan Pembebasan atau Pengadaan hak atas Tanah bagi Pembangunan untuk
kepentingan umum.
Peraturan lain yang tidak dipakai sebagai dasar hukum konsiderannya adalah
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah. Padahal
Peraturan Pemerintah Tahun 1961 ini sangat diperlukan dalam proses pendaftaran
tanah setelah terjadinya pembebasan atau pelepasan hak atas tanah dari pemilik atau
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pemegang hak atas tanah kepada pihak-pihak yang memerlukan tanah/Panitia. Selain
proses pendaftaran tanah diperlukan dalam pelaksanaan pembebasan hak atas tanah
(pelepasan/penyerahan), juga pendaftaran tanah terhadap tanah yang tersisa atau
tanah yang tidak turut dibebaskan, serta terhadap hak atas tanah baru sebagai
pengganti terhadap tanah yang telah dibebaskan.
1. Pengertian
Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
1975 ditentukan pengertian dari pembebasan tanah ialah “Melepasakan hubungan
hukum yang semula terdapat diantara pemegang hak atau penguasa atas tanahnya
dengan cara memberikan ganti rugi”. Oleh karena itu pembebasan tanah juga disebut
pelepasan hak atas tanah atau penyerahan hak atas tanah. Pelepasan hak atas tanah
juga dapat diartikan dengan penyerahan hak atas oleh Pemilik atau Pemegang hak
atas tanah kepada pihak atau Panitia Pembebasan Tanah yang memerlukan atau yang
melakukan pembebasan tanah.
Pengertian tersebut mengandung arti bahwa pembebasan tanah merupakan
tindakan sepihak dari Pemerintah melalui panitia pengadaan tanah kepada pemegang
hak atas tanah. Selain itu perbuatan hukum “melepaskan hubungan hukum”
mempunyai arti bahwa yang bermaksud melepaskan hak atas tanah adalah
pemilik/pemegang hak atas tanah, bukan kehendak Pemerintah atau Panitia, dan
seolah-olah pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah melepaskan tanahnya
dengan sukarela tidak ada unsur pemaksaan atau keterpaksaan. Meskipun dalam
kalimat berikutnya ada kata-kata “memberikan ganti rugi” dan dalam pasal-pasal
berikutnya ada kata-kata “berdasarkan asas musyawarah” dan “harga umum
setempat” (pasal 1 angka 3), “mengadakan perundingan dengan parah pemegang hak”
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(pasal 3) atau “harus mengadakan musyawarah dengan parah pemilik/pemegang hak
atas tanah” dan/atau benda/tanaman yang ada diatasnya (pasal 6 ayat (1)). Tetapi
dalam musyawarah tersebut ada kata “sepakat diantara para anggota Panitia” dengan
pemilik tanah, tetapi yang sepakat ada diantara anggota Panitia, bukan pemilik atau
pemegang hak atas tanah (pasal 6 ayat (3)). Dalam hal pembebasan hak atas tanah ini
berarti kehendak atau kesepakatan dari pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah
tidak atau kurang diperhatikan, bahkan dalam kalimat berikutnya dinyatakan bahwa,
jika terjadi perbedaan taksiran ganti rugi diantara para anggota Panitia, maka yang
dipergunakan adalah “harga rata-rata dari taksiran masing-masing anggota” (pasal 6
ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975), bukan harga yang
diminta atau ditentukan oleh pemilik tanah/pemegang hak atas tanah. Seharusnya
kesepakatan pembebasan/pelepasan hak atas tanah beserta ganti ruginya dari pemilik
atau pemegang hak atas tanah dan Panitia yakni kesepakatan dari kedua belah pihak,
bukan sepihak.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 maupun ketentuan
yang diatur dalam Bijblad Nomor 11372 jo. Bijblad Nomor 12476 belum mengatur
asas “musyawarah” dalam hal pembebasan tanah rakyat atau masyarakat, sehingga
terkesan pembebasan tanah yang dilakukan oleh Panitia atau Pemerintah bersifat
sepihak dan dipaksakan yang mengabaikan asas keadilan. Faktor inilah yang menjadi
permasalahan dalam pelaksanaan pembebasan tanah pada saat berlakunya Peraturan
Menteri Dalam Negeri ini sejak tahun 1976 sampai dengan tahun1993. Pembebasan
tanah saat itu mengabaikan asas musyawarah dan asas kesepakatan antara kedua
pihak yakni Panitia/Pemerintah di satu pihak dengan masyarakat pemilik atau
pemegang hak atas tanah dilain pihak.
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Selain itu, pemberian ganti rugi hanya atas bidang tanahnya saja, seharusnya
ditentukan juga, pemberian tanah dang anti rugi atas bidang tanahnya beserta benda-
benda yang ada diatas tanahnya. Karena tidak ditentukan demikian, ketentuan PMDN
tersebut bisa ditafsirkan bahwa yang diberi ganti rugi hanya tanah saja, sedang
tanamanan, bangunan, dan benda-benda lain diatas tanah tidak diberikan ganti rugi.1
Dari sumber lain menyatakan bahwa Menurut Muchsan, definisi dari
pembebasan tanah adalah hapusnya hubungan hukum antara tanah dengan pemegang
haknya yang dilakukan secara musyawarah mufakat, demi pemenuhan kepentingan
umum dengan pemberian ganti rugi yang layak. Dari defenisi diatas dapat
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembebasan hak harus memenuhi 4
(empat) unsur, yaitu:
a. Ada suatu tindakan yang menghapus hubungam hukum antara tanah dengan
pemiliknya;
b. Ada musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan;Artinya
perbuatan pembebasan tanah tidak boleh dipaksakan.
c. Harus ada kepentingan umum;
d. Harus ada ganti rugi yang layak;2
Semua hak atas tanah dapat diserahkan secara sukarela kepada Negara.
Penyerahan sukarela ini yang disebut dengan melepaskan hak atas tanah. Hal ini
sesuai dengan pasal 27 UUPA, yang menyatakan bahwa: “hak milik hapus bila”:
1 Umar Said Sugiharto, Hukum Pengadaan Tanah (Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk
Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi), (Malang : Setara Press, 2015), h. 84-87.
2 Parlindungan, Hukum Agraria Serta Landreform, (Bandung : Mandar Maju, 1994), h. 21.
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1. Tanahnya jatuh kepada Negara
a. Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18
b. Karena penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya
c. Karena ditelantarkan
d. Karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2
2. Tanahnya musnah
Acara pelepasan hak atas tanah dapat digunakan untuk memperoleh tanah bagi
pelaksanaan pembangunan baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan
swasta.3
2. Kepentingan Umum
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tidak
memberikan  istilah dan pengertian tentang “kepentingan umum”, hanya dalam
konsideran “menimbang” disebutkan kebutuhan akan tanah dalam usaha-usaha
pembangunan yang dilakukan oleh Instansi/Badan Pemerintah maupun untuk
kepentingan Swasta, khususnya untuk keperluan Pemerintah. Dalam hal ini berarti
pembangunan yang dilakukan oleh Instansi/Badan Pemerintah maupun untuk
kepentingan Swasta adalah pembangunan untuk kepentingan umum atau masyarakat
luas.
Di samping tidak ada istilah dan pengertian yang jelas mengenai “kepentingan
umum” juga tidak ada kriteria kegiatan atau bentuk pembangunan yang dikategorikan
ke dalam kepentingan umum, sehingga dengan tidak jelasnya pengertian kepentingan
3 Effendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers, 1991), h..38.
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umum atau tidak disebutkan bentuk kegiatan atau proyek pembangunan yang bersifat
untuk kepentingan umum, maka dapat disalah gunakan dalam pelaksanaannya di
lapangan. Karena itu proyek pembangunan yang bukan untuk kepentingan umum
dapat dimanipulasi sebagai kepentingan umum, termasuk proyek-proyek
pembangunan untuk kepentingan usaha-usaha swasta disebut juga sebagai
kepentingan pembangunan hanya karena ada keterlibatan Panitia Pembebasan Tanah
yang dibentuk oleh Pejabat Pemerintah.
3. Panitia Pembebasan Tanah
Dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun
1975 disebutkan bahwa Panitia Pembebasan Tanah adalah suatu panitia yang
bertugas melakukan pemeriksaan/penelitian dan penetapan ganti rugi dalam rangka
pembebasan sesuatu hak atas tanah dengan atau tanpa bangunan/tanaman tumbuh
diatasnya yang pembentukannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah untuk
masing-masing Kabupaten/Kotamadya dalam suatu wilayah provinsi yang
bersangkutan. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pembebasan Tanah
berpedoman kepada peraturan-peraturan yang berlaku berdasarkan asas musyawarah
dan harga umum setempat.
Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 ini
mengatur keberadaan Susunan keanggotaan Panitia Pembebasan Tanah terdiri dari
unsur-unsur :
a. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya, sebagai ketua merangkap
anggota;
b. Seorang pejabat dari Kantor Pemerintahan Daerah Tingkat II yang ditunjuk oleh
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan, sebagai anggota;
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c. Kepala Kantor IPEDA/IREDA atau Pejabat yang ditunjuk, sebagai anggota;
d. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Instansi yang memerlukan tanah tersebut,
sebagai anngota;
e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II atau Pejabat yang ditunjuknya
apabila mengenai tanah bangunan dan/atau Kepala Dinas Pertanian Daerah
Tingkat II atau Pejabat yang ditunjuknya apabila mengenai tanah pertanian,
sebagai anggota;
f. Kepala Kecamatan yang bersangkutan, sebagai anggota;
g. Kepala Desa atau yang dipersamakan dengan itu, sebagai anggota;
h. Seorang Pejabat dari Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang
ditunjuk oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang
bersangkutan, sebagai sekretaris bukan anggota.
Dalam susunan Pembebasan tanah ini, Gubernur Kepala Daerah dapat
menambah Anggota Panitia Pembebasan Tanah apabila ternyata untuk menyelesaikan
pembebasan tanah itu diperlukan seorang ahli. Apabila tanah yang ingin dibebaskan
terletak di beberapa Kabupaten/Kotamadya atau jika menyangkut proyek-proyek
khusus, Gubernur dapat membentuk Panitia Pembebasan Tanah tingkat Provinsi.
Dalam hal tertentu Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dapat menjadi
Ketua Panitia Pembebasan Tanah.
Adapun tugas Panitia Pembebasan Tanah tersebut diatur dalam Pasal 3
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 ini adalah :
1. Mengadakan inventarisasi serta penelitian setempat terhadap tanahnya, tanam
tumbuh dan bangunan-bangunan;
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2. Mengadakan perundingan dengan para pemegang hak atas tanah dan
bangunan/tanaman;
3. Menaksir besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada yang berhak;
4. Membuat berita acara pembebasan tanah disertai fatwa/pertimbangannya;
5. Menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak atas
tanah/bangunan/tanaman tersebut;
Panitia Pembebasan Tanah berhak mendapat uang honorarium sebesar ¼%
dari jumlah harga taksiran ganti rugi untuk masing-masing anggota dengan ketentuan
untuk seluruh anggota maksimum sebesar ½% atau dalam bentuk uang sebesar Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah).
Adapun susunan Panitia Pembebasan Tanah tersebut hamper sama dengan
komisi yang diatur dalam Bijblad Nomor 11372 jo. Bijblad Nomor 12476, hanya
penambahan anggotanya yang berasal dari aparat Pemerintah Daerah yang
bersangkutan. Sementara itu, tugas Panitia Pembebasan Tanah sangat luas, karena
selain sebagai pelaksana pembebasan tanah, juga merangkap sebagai Tim Penaksir
Harga Tanah, yang didalam Bijblad Nomor 11372 jo. Bijblad Nomor 12476 maupun
dalam Onteigenningsordonantie dibentuk sendiri Tim Penaksir Harga tanah
disamping Komisi Pengambilan Tanah.
Hal yang membedakan dengan ketentuan dalam Bijblad Nomor 11372 jo.
Bijblad Nomor 12476, dalam pembebasan tanah ini tidak dikenal pihak perantara
yang membantu Panitia Pembebasan Tanah (Komisi Pengambilan Tanah).
Tentang honorarium panitia, dalam Bijblad Nomor 11372 jo. Bijblad Nomor
12476 tidak dikenal karena panitia yang dibentuk bersifat ex officio, namun setelah
kemerdekaan, melalui Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor
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100/PM/1954 tentang Peraturan Pembiayaan Panitia-Panitia ditentukan adanya biaya
panitia yang terdiri uang sidang, biaya sidang, biaya administrasi, biaya perjalanan,
dan biaya-biaya lain-lain. Biaya lain yang ditentukan jumlahnya inilah yang
memunculkan permasalahan dalam setiap pelaksanaan pembebasan (pelepasan
hak/penyerahan hak atas tanah), diantaranya adalah menyalahgunakan kewenangan,
kekuasaan dan pemberian ganti rugi kepada pemilik atau pemegang hak atas tanah
yang dibebaskan.4
B. Dasar Hukum Pembenaran Pembebasan Hak Milik Atas Tanah
Pembebasan tanah ini dalam sistem perundang-undangan Agraria Nasional
tidak diatur dengan peraturan Pemerintah sebagaimana halnya dengan pencabutan
hak untuk kepentingan umum, akan tetapi hanya diatur dalam peraturan Menteri
Dalam Negeri, surat-surat edaran dan peraturan-peraturan daerah setempat, yang
antara lain yaitu:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975 tanggal 3 Desember 1975
tentang ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1976, tanggal 5 April 1976
tentang penggunaan acara pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah
bagi pembebasan tanah oleh pihak swasta.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri, tanggal 28
januari 1976, No. BTU2/56/2/1976.
4 Umar Said Sugiharto, Hukum Pengadaan Tanah (Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk
Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi), (Malang : Setara Press, 2015), h. 88-90.
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4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 tahun 1985 tentang tata cara pengaduan
tanah untuk keperluan proyek-proyek pembangunan di wilayah kecamatan yang
mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1985.
Itulah peraturan-peraturan yang antara lain dapat dijadikan pedoman bagi
instansi-instansi yang berwenang atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal
pembebasan tanah.
Pembebasan ini bukan hanya dilakukan untuk kepentingan umum saja,
melainkan juga dilakukan untuk kepentingan swasta. Dalam Bab II PMDN No.
15/1975 diatur tentang pembebasan tanah untuk kepentingan swasta. Penggunaan
peraturan pembebasan tanah untuk kepentingan Pemerintah dan pembebasan tanah
bagi kepentingan swasta, ditentukan dalam PMDN No. 2 tahun 1976.
Pasal 1 dari peraturan ini menyebutkan bahwa pembebasan tanah oleh pihak
swasta untuk kepentingan proyek-proyek yang bersifat menunjang kepentingan
umum atau termasuk dalam bidang pembangunan sarana umum atau fasilitas sosial
dapat dilakukan menurut cara pembebasan tanah untuk kepentingan Pemerintah
sebagaimana diatur dalam Bab I, II, dan III PMDN No. 15 tahun 1975.5
Sumber lain mengatakan bahwa adapun dasar hukum pengadaan tanah yaitu
sebagai berikut :
5 Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Pembebasan Tanah di
Indonesia, Seri Hukum Agraria I, (Bandung : Alumni, 1978), h. 37.
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1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
agrarian dalam Pasal 12 ayat (2) memberikan pengertian lebih lanjut tentang arti hak
menguasai oleh Negara, yaitu memberikan kuasa kepada Negara sebagai berikut :
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan
pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara manusia dengan
perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
Berdasarkan Pasal 2 dan juga berdasarkan penjelasan umum angka I Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA) itu memberikan kekuasaan yang sangat besar dan
kehendak yang amat luas kepada kepada Negara untuk mengatur alokasi sumber-
sumber agraria. Keberadaan hak-hak individu maupun hak kolektif (ulayat)
bergantung kepada politik hukum dan kepentingan Negara. Sebagai konsekuensi dari
pada hak menguasai Negara yang bertujuan untuk dipergunakan bagi sebesar-besar
kemakmuran rakyat, maka Negara mempunyai hak untuk membatalkan atau
mengambil hak-hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh rakyat dengan
member ganti rugi yang layak dan menurut ketentuan yang diatur dalam undang-
undang.
Selanjutnya ketentuan Pasal 18 UUPA menyebutkan : “untuk kepentingan
umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari
rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dngan memberi ganti kerugian yang layak
dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang”. Oleh itu, pencabutan hak atas
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tanah itu dimungkinan selagi memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan; harus
ada ganti rugi yang layak atau menggantikan dengan tanah yang sesuai ditinjau dari
aspek nilai, manfaat, dan kemampuan tanah pengganti, yakni tanah yang dicabut
untuk kepentingan umum, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 UUPA yang mengatakan bahwa
pencabutan hak atas tanah akan diatur dalam sebuah undang-undang, maka kemudian
dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak
Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya. Undang-undang ini merupakan
induk dari semua peraturan yang mengatur tentang pencabutan atau pengambilan hak
atas tanah yang berlaku hingga sekarang.
Dalam Pasal 1 UU No.20 Tahun 1961 ini menyatakan bahwa untuk
kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa, Negara, serta kepentingan
bersama rakyat, dan kepentingan pembangunan setelah mendengar keputusan Menteri
Agraria, Menteri Kehakiman, dan Menteri yang berkaitan presiden dalam keadaan
yang memaksa dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada
diatasnya.
Apabila dibandingkan ketentuan dalam Pasal 18 UUPA dengan ketentuan
yang tercantum didalam Pasal 1 UU No.20 Tahun 1961 bahwa maksud peruntukan
pencabutan hak-hak atas tanah selain untuk kepentingan umum, termasuk juga
kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat terdapat
penambahan klausa untuk kepentingan pembangunan. Penambahan klausa tersebut
tidak mempunyai ukuran yang jelas terhadap apa yang dimaksudkan dengan
kepentingan pembangunan tersebut. Hanya di dalam penjelasannya dikemukakan
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adanya pembanguan perumahan rakyat dan selebihnya dalam rangka pembangunan
nasional, semesta berencana.
Perumusan norma yang tidak jelas itu akan menimbulkan banyak penafsiran;
malahan mungkin akan timbul salah pengertian, sehingga tidak ada kepastian hukum.
Di samping itu, bahwa di dalam undang-undang tersebut tidak terdapat rumusan
secara jelas dan pasti mengenai apa yang dimaksudkan dengan kepentingan umum.
Dengan tidak dirumuskan secara jelas tentang pengertian kepentingan umum, maka
pengaturannya dimungkinkan untuk diatur dalam peraturan pelaksanaannya.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 menentukan ada dua cara dalam
prosedur pengambilan hak atas tanah, yaitu pertama dengan prosedur biasa dan kedua
prosedur luar biasa (mendesak).
Dalam cara biasa, maka prosedurnya adalah : pihak yang berkepentingan
(yaitu institusi yang memerlukan tanah tersebut) harus terlebih dahulu mengajukan
permohonan melalui perantaraan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan
Nasional (BPN), melalui Kepala Inspeksi Agraria yang berkenaan untuk melakukan
pencabutan hak itu kepada Presiden. Kepada Kepala Inspeksi Agraria atau Kepala
BPN Wilayah, diusahakan supaya permintaan itu dilengkapi dengan pertimbangan
para Kepala Daerah dimana tanah yang akan diambil berada dan taksiran (appraisal)
ganti ruginya. Taksiran (appraisal) itu dilakukan oleh suatu Panitia Penaksir, (team
of appraiser) yang anggotanya disumpah. Di dalam pertimbangan tersebut, ditentukan
pula rencana penampungan mereka yang hak atas tanahnya akan dicabut. Selain itu
dirancang mengenai penampungan mereka yang menempati rumah atau penyewa
tanah yang akan dicabut apabila ada. Mereka ini adalah golongan yang akan
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kehilangan tempat tinggal dan/atau sumber nafkahnya karena pencabutan hak tersebut
(Penjelasan umum UU No.20 Tahun 1961).
Kemudian permintaan pencabutan hak atas tanah tersebut, bersama dengan
pertimbangan, Kepala Daerah dan taksiran (appraisal) ganti rugi tersebut dilanjutkan
oleh Kepala Inspeksi Agraria atau Kepala BPN Wilayah kepada Menteri Agraria atau
Kepala BPN Pusat. Selanjutnya, Menteri Agraria atau Kepala BPN Pusat mengajukan
permintaan tersebut kepada Presiden untuk mendapat keputusan, disertai
pertimbangan dari Menteri Kehakiman mengenai segi hukumnya, serta Menteri yang
bersangkutan mengenai fungsi usaha yang meminta dilakukan pencabutan hak, dan
tanah yang dimintakan pencabutan hak itu benar-benar secara mutlak diperlukan
karena tidak dapat diperoleh di tempat lain.
Pencabutan atau penguasaan tanah dan/atau benda yang bersangkutan dengan
tanah hanya dapat dilakukan setelah ada keputusan pencabutan hak dari Presiden dan
setelah dilakukannya pembayaran ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam
keputusan Presiden serta dilakukan penampungan terhadap orang-orang yang
tanahnya dicabut.
Dalam hal keadaan yang sangat mendesak yang memerlukan
penguasaan/pencabutan hak atas tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan
dengan tanah, misalnya jika terjadi wabah atau bencana alam yang memerlukan
penampungan bagi korban dengan segera, maka pembatalan/pencabutan hak
khususnya penguasaan tanah dan/atau benda maka itu dapat diselenggarakan melalui
acara khusus yang lebih cepat. Dalam hal ini maka permintaan untuk melakukan
pencabutan hak diajukan oleh Kepala Inspeksi agrarian kepada Menteri Agraria tanpa
disertai perkiraan ganti kerugian Panitia Penaksir (appraiser) dan kalau perlu dengan
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tidak menunggu diterimanya pertimbangan Kepala Daerah. Menteri Agraria
kemudian dapat memperkenankan kepada yang berkepentingan untuk segera
menguasai tanah dan/atau benda tersebut, biarpun belum ada keputusan mengenai
permintaan pencabutan haknya dang anti ruginya juga belum dibayar (penjelasan
umum UU No.20 Tahun 1961).
Keputusan pengambilan tanah tersebut harus segera diikuti keputusan
Presiden baik diterima maupun ditolaknya permohonan untuk melakukan pencabutan
hak tersebut. Apabila permintaan pencabutan hak atas tanah itu tidak diluluskan oleh
Presiden, maka pemohon harus mengembalikan tanah atau benda-benda yang
berkenaan dalam keadaan seperti sediakala dan/atau member ganti kerugian yang
layak kepada yang berhak.
Jika Presiden menyetujui penarikan itu dan ternyata pemilik tanah tidak
bersedia menerima ganti kerugian sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan
Presiden, maka dalam tempo paling lambat satu bulan sejak dikeluarkan keputusan
itu, para pemilik tersebut dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi di wilayah
hukum yang meliputi tempat letak tanah dan/atau benda tersebut berada, agar
pengadilan tinggi itulah yang menetapkan jumlah ganti kerugiannya. Keputusan
Pengadilan Tinggi ini merupakan keputusan tingkat pertama dan terakhir (pasal 8 UU
No.20 tahun 1961). Peraturan pelaksanaan UU No.20 tahun 1961 tentang penetapan
ganti rugi oleh pengadilan diatur di dalam Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1973.
Acara mengenai penetapan ganti kerugian oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana
tersebut di atas, tidak menunda jalannya pencabutan hak atas tanah dan penguasaanya
(pasal 8 ayat (3) UU No.20 tahun 1961).
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Dalam Pasal 11 UU No.20 Tahun 1961 ini terdapat ketentuan yang
menyatakan bahwa apabila telah terjadi pencabutan hak atas tanah, tetapi kemudian
ternyata tanah dan/atau benda yang berkenaan tidak dipergunakan sesuai dengan
rencana kegunaannya dilakukan pencabutan hak tersebut, maka orang-orang yang
berhak atau pemilik diberikan otoritas untuk mendapatkan kembali tanah atau benda
tersebut.
Dalam sejarah pencabutan hak atas tanah, UU No.20 Tahun 1961 pernah
digunakan yaitu dengan mencabut hak atas tanah atas daerah di Kecamatan Taman
Sari yang terkenal dengan kompleks Yen Pin. Pencabutan dimaksud dilakukan
dengan Kepres No.20 tahun 1970 tanggal 6 januari 1970. Sebagai peraturan
pelaksana UU No.20 tahun 1961 tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Pemeritah
Nomor 39 Tahun 1973 dan Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1973.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 ini merupakan peraturan
pelaksana dari ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang
Acara Penetapan Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tinggi sehubungan dengan
Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya.
Dalam memori penjelasan umum peraturan pemerintah ini ditegaskan di
samping  sebagai pengaturan pelaksanaan Pasal 8 UU No.20 Tahun 1961 juga
dimaksukan sebagai langkah untuk memberikan jaminan kepada para pemegang hak
atas tanah dari tindakan pencabutan hak atas tanah. Di samping itu, dengan
dilakukannya pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atas tanah itu,
bekas pemilik tanah tidak mengalami kemunduran baik dibidang sosial maupun
ekonominya. Untuk itulah para pemegang hak atas tanah dan/atau benda-benda di
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atasnya yang haknya dicabut tidak bersedia menerima ganti kerugian, atau ganti
kerugian dirasakan tidak layak, diberikan kesempatan untuk pengajukan banding ke
Pengadilan Tinggi (Pasal 8 ayat (1) UU no.20 Tahun 1961).
Permohonan banding tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan
sejak tanggal keputusan Presiden tentang pencabutan itu dikeluarkan dan
disampaikan kepada yang bersangkutan. Permintaan banding ini dapat disampaikan
melalui surat atau secara lisan kepada Panitera Pengadilan Tinggi. Permintaan
banding diterima apabila terlebih dahulu telah membayar biaya perkara yang telah
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Bagi yang tidak mampu membayar biaya
perkara atas pertimbangan Ketua Pengadilan Tinggi dapat dibebaskna dari
pembayaran biaya perkara.
Setelah permintaan banding tersebut diterima oleh pengadilan tinggi, maka
selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan perkara itu harus sudah diperiksa
oleh Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi dalam waktu sesingkat-singkatnya harus
memutus perkara yang dimintakan banding.
Dalam praktek kenyataannya di lapangan peraturan pemerintah ini tidak
mengatur bagaimana tata cara atau prosedur pencabutan hak-hak atas tanah serta
benda-benda yang ada di atasnya, karena UU No.20 Tahun 1961 tidak mengatur
secara jelas dan tidak mendelegasikan pengaturannya dalam pengaturan perundang-
undangan lainnya. Untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum dalam
pelaksanaan Undang-Undang No. 20 tahun 1961 oleh Presiden diterbitkan Instruksi
Presiden Nomor 9 tahun 1973 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak
Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya.
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4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 ini mengatur tentang Pedoman
Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di
Atasnya adalah sebagai aturan pelaksanaan dari UU No.20 Tahun 1961. Di dalam
konsideran Instruksi Presiden ini disebutkan dua hal yaitu:
Pertama, pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda di atasnya supaya
hanya dilaksanakan benar-benar untuk kepentingan umum dan dilakukan dengan hati-
hati serta dengan cara-cara yang adil dan bijaksana, segala sesuatunya sesuai dengan
ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kedua, dalam
melaksanakan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya
supaya menggunakan pedoman-pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran
instruksi presiden ini.
Di dalam Pasal 1 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1973 disebutkan
empat kategori kegiatan dalam rangka pembangunan yang mempunyai sifat untuk
kepentingan umum, yaitu kepentingan umum yang menyangkut :
1. Kepentingan Bangsa dan Negara, dan/atau
2. Kepentingan masyarakat luas, dan/atau
3. Kepentingan rakyat banyak/bersama, dan/atau
4. Kepentingan pembangunan
Adapun bentuk-bentuk kegiatan pembangunan yang mempunyai sifat
kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diuraian dalam







6. Ilmu Pengetahuan dan Seni Budaya;
7. Kesehatan;
8. Olahraga;
9. Keselamatan Umum Terhadap Bencana Alam;
10. Kesejahteraan Sosial;
11. Makam/Kuburan;
12. Pariwisata dan Rekreasi;
13. Usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum.
Meskipun telah disebutkan secara jelas 13 macam kegiatan pembangunan
yang mempunyai sifat kepentingan umum, tetapi Presiden dapat menentukan bentuk-
bentuk kegiatan pembangunan yang mempunyai sifat kepentingan umum lainnya di
luar ketiga belas hal di atas (Pasal 1 ayat (3). Hal ini menunjukkan  besarnya
kekuasaan Presiden untuk melakukan pencabutan hak atas tanah yang dipunyai
masyarakat dengan alasan untuk kegiatan pembangunan yang bersifat untuk
kepentingan umum. Pengertian tentang kepentingan umum sudah cukup terperinci
meskipun belum jelas dan tegas mengenai bentuk  atau jenis obyek pembangunan
untuk kepentingan umum. Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) yang
memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk menentukan bentuk kegiatan
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pembangunan yang bersifat kepentingan umum, maka pengertian kepentingan umum
tersebut kembali menjadi bias dan kabur.
Kegiatan pembangunan bersifat kepentingan umum bila sebelumnya sudah
dimasukkan dalam rencana pembangunan atau dalam rencana induk pembangunan
(RIP) yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan telah
diberitahukan kepada masyarakat di mana proyek pembangunan itu akan
dilaksanakan.
Pemohon atau yang berhak menjadi subyek untuk melakukan permohonan
pencabutan hak atas tanah adalah instansi-instansi pemerintah atau badan-badan
pemerintah maupun usaha-usaha swasta menurut ketentuan yang berlaku. Usaha-
usaha swasta, rancangan proyeknya harus disetujui oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ada (Pasal 3
Lampiran Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973).
Menurut Pasal 6 UU No.20 Tahun 1961 dijelaskan bahwa pencabutan tanah
dengan alasan keadaan yang mendesak karena memerlukan penguasaan tanah
dan/atau benda-benda yang bersangkutan, maka dengan segera atas permintaan yang
berkepentingan Kepala Inspeksi Agraria menyampaikan permintaan untuk melakukan
pencabutan hak kepada Menteri Agraria (BPN) tanpa disertai ganti kerugian dari
Panitia Penaksir, bahkan kalau perlu manunggu diterimanya pertimbangan Kepala
Daerah. Di dalam Pasal 4 Lampiran Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 ini
dijelaskan keadaan mendesak apabila dipenuhi 2 (dua) kriteria sebagai berikut :
1. Penyediaan tanah tersebut diperlukan dalam keadaan sangat mendesak, jika
pelaksanaannya ditunda dapat menimbulkan bencana alam yang mengancam
keselamatan umum.
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2. Penyediaan tanah tersebut sangat diperlukan dalam suatu kegiatan
pembangunan yang oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun
masyarakat luas pelaksanaannya dianggap tidak dapat ditunda-tunda lagi.
Panitia Penaksir (appraiser) ganti rugi tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 UU No.20 Tahun 1961 di dalam menerapkan besarnya ganti rugi atas
tanah/bangunan/tanaman yang berada di atas tanah harus dilakukan secara obyektif
dengan tidak merugikan para pihak dan dengan mengguankan norma-norma serta
memperhatikan harga-harga penjualan tanah/bangunan/tanaman di sekitarnya dalam
tahun yang sedang berjalan. Dalam menggunakan norma-norma ini, Panitia Penafsir
harus tetap memperhatikan pedoman-pedoman yang ada dan lazim dipergunakan
dalam mengadakan penaksiran (appraising) harga/ganti rugi atas tanah atau bangunan
yang berlaku dalam daerah yang bersangkutan.
Pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada orang-orang yang hak atas
tanahnya dicabut, harus dilakukan secara tunai dan dibayarkan langsung kepada yang
berhak. Apabila ada rencana penampungan orang-orang yang hak atas tanahnya
dicabut, harus diusahakan sedemikian rupa agar mereka yang dipindahkan itu tetap
dapat menjalankan kegiatan usahanya/mancari nafkah kehidupan yang layak seperti
waktu mereka belum dipindahkan. Prosedur ini tampaknya lebih menjamin
tercapainya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan persamaan dalam
pemenuhan hak dan kewajiban tersebut secara berimbang. Di samping itu,
perlindungan yang diberikan dapat terwujud dalam perlindungan terhadap maksud
pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan utamnya perlindungan terhadap hak-
hak warga Negara.
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Pada umumya, pencabutan hak atas tanah dilakukan untuk kepentingan
Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah. Tetapi sebagaimana telah disebutkan
bahwa usaha-usaha swasta sebagai pengecualian dapat memperoleh tanah dengan
cara mengajukan permintaan pencabutan hak. Hal demikian sangat ironis sekali
dengan ketentuan Pasal 3 Inpres Nomor 9 tahun 1973 tersebut memberikan peluang
kepada pihak swasta untuk mengajukan permintaan pencabutan karean hal ini
bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 UUPA dan Pasal 1 UU No.20 tahun 1961.
Ketentuan Pasal 3 Inpres Nomor 9 Tahun 1973 perlu ditinjau kembali karena
memperbolehkan usaha-usaha swasta untuk mengajukan permintaan pencabutan hak
atas tanah dengan alasan untuk kepentingan umum. karena dalam dunia bisnis atau
dunia usaha pada umunya prinsip kepentingan umum sangat diabaikan, dan yang ada
adalah mengejar kepentingan perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan
sebesar-besarnya.
Oleh karena itu, ketentuan ini di samping bertentangan dengan tujuan UUPA
juga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian perlu
dilakukan peninjauan kembali terhadap Instruksi Presiden ini sehingga tidak terjadi
penyalahgunaan kekuasaan dengan alasan pencabutan hak atas tanah untuk
kepentingan umum.
Pendapat Hamid S. Attamimi, yang dikutip Maria farida Indrati Soeprapto
menyatakan bahwa, dari aspek bentuknya, Instruksi Presiden ini tidak tepat kalau
dimasukkan sebagai bagian dari tata urutan peraturan perundang-undangan.
Penyebutan Instruksi Presiden (termasuk Instruksi Menteri) disebut sebagai peraturan
perundang-undangan, karena suatu Instruksi itu bersifat individual dan kongkrit serta
harus ada hubungan atasan-bawahan secara organisasi. Sedangkan sifat dari norma
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hukum dalam perundang-undangan bersifat umum, abstrak dan berlaku secara terus
menerus. Dalam suatu Instruksi, subyek norma ialah orang atau orang-orang tertentu
dan perilaku yang dirumuskan atau obyek norma bersifat sekali atau beberapa kali
dan terbatas. Selain itu dalam Instruksi terdapat hubungan organisasi antara yang
mengeluarkan Instruksi dan penerima Instruksi, yaitu hubungan atasan-bawahan.
Adapun peraturan perundang-undangan subyek norma bersifat umum, dan perilaku
yang diatur atau obyek norma dapat berulang-ulang dan terus menerus.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 ini mengatur tentang
ketentuan-ketentuan mengenai Tata-Tata Pembebasan Tanah. Meskipun Permendagri
ini telah dicabut oleh Kepres Nomor 55 Tahun 1993 yang mengatur tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Guna
keperluan penulisan ini Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini akan
dikemukakan untuk mengetahui materi dan sifat aturan yang dimuatnya.
Dalam “konsideran” Permendagri ini dinyatakan bahwa untuk memenuhi
kebutuhan akan tanah dalam usaha-usaha pembangunan, baik yang dilakukan oleh
Instansi/Badan Pemerintah, maupun untuk kepentingan swasta, khususnya untuk
keperluan pemerintah dirasakan perlu adanya ketentuan mengenai pembebasan tanah
dan sekaligus menentukan besarnya ganti rugi atas tanah yang diperlukan secara
teratur, tertib dan seragam.
Pengertian pembebasan tanah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu
“melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat diantara pemegang
hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi). Guna keperluan
untuk menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang dibebaskan, dibentuk Panitia
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Pembebasan Tanah (PPT) oleh Gubernur/Kepala Daerah untuk masing-masing
Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.
Adapun tugas Panitia Pembebasan Tanah (PPT) ini adalah :
1. Mengadakan inventarisasi serta penelitian setempat terhadap keadaan tanahnya,
tanaman-tanaman, dan bangunan-bangunan;
2. Mengadakan perundingan dengan para pemegang hak atas tanah dan
bangunan/tanaman;
3. Menaksir besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada yang berhak;
4. Membuat berita acara pembebasan tanah disertai fatwa/pertimbangannya;
5. Menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak atas
tanah/bangunan/tanaman tersebut;
Di dalam mengadakan penaksiran/penetapan mengenai besar ganti rugi;
Panitia Pembebasan Tanah harus mengadakan musyawarah dengan para pemilik atau
pemegang hak atas tanah dan/atau benda/tanaman yang ada di atasnya berdasarkan
harga umum setempat (Pasal 6 Permendagri No.15 Tahun 1975).
Dalam menetapkan besarnya ganti rugi harus diperhatikan tentang beberapa
hal yaitu:
1. Lokasi dan faktor strategi lainnya yang dapat mempengaruhi harga tanah.
Demikian pula dalam menetapkan ganti rugi atau bangunan dan tanaman harus
berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas. Pekerjaan
Umum/Dinas Pertanian setempat;
2. Bentuk ganti rugi dapat berupa uang, tanah atau fasilitas-fasilitas lain;
3. Yang berhak atas ganti rugi ialah mereka yang berhak atas
tanah/bangunan/tanaman yang ada di atasnya, dengan berpedoman kepada
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hukum adat setempat, sepanjang tidak betentangan dengan ketentuan-ketentuan
dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan kebijaksanaan Pemerintah.
Panitia Pembebasan Tanah ini berusaha agar dalam menentukan besarnya
jumlah ganti rugi terhadap kata sepakat di antara mereka dengan memperhatikan
kemauan dari para pemegang hak atas tanah. Apabila terdapat perbedaan harga
taksiran (appraisal) ganti rugi di antara para anggota panitia, maka yang
dipergunakan adalah harga rata-rata dari taksiran (appraisal) masing-masing anggota.
Akan tetapi jika terjadi penolakan ganti kerugian oleh yang akan dibebaskan
tanahnya, maka panitia setelah menerima dan mempertimbangkan alasan penolakan
tersebut, dapat mengambil sikap sebagai berikut :
1. Tetap pada putusan semula.
2. Meneruskan surat penolakan dimaksud dengan disertai pertimbangan-
pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan untuk
diputuskan.
Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan setelah mempertimbangkan dari
segala segi, dapat mengambil keputusan yang bersifat mengukuhkan putusan Panitia
(PPT) atau menentukan lain yang bertujuan untuk mencari jalan tengah yang dapat
diterima oleh kedua belah pihak. Selanjutnya Keputusan Gubernur tersebut
disampaikan kepada masing-masing pihak yang bersangkutan dan Panitia (PPT).
Bilamana telah tercapai kata sepakat mengenai besar/bentuk ganti rugi maka
dilakukan pembayaran ganti rugi yang telah disetujui bersama. Bersamaan dengan
pembayaran ganti rugi itu dilakukan pula penyerahan/pelepasan hak atas tanahnya
dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota Panitia
Pembebasan Tanah di antaranya Kepala Kecamatan dan Kepala Desa yang
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bersangkutan. Pembayaran ganti rugi tersebut harus dilaksanakan secara langsung
oleh instansi yang bersangkutan kepada para pemegang hak atas tanah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 merupakan upaya dari
pemerintah untuk membantu penyediaan tanah yang diperlukan oleh usaha-usaha
swasta dalam mengerjakan proyek-proyek pembangunan untuk kepentingan swasta
maupun pemerintah. Pembebasan tanah ini dimaksudkan tidak mengabaikan
kewajiban memberikan perlindungan kepada pemilik tanah sekaligus memberikan
kepada swasta dengan berbagai fasilitas yang menyangkut pembebasan tanah.
Dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendagri No.15 tahun 1975, berarti
usaha swasta akan lebih mudah memperoleh tanah guna kepentingannya dengan
alasan untuk proyek pembangunan guna kepentingan umum. Dampak pelaksanaan
Permendagri ini, pemilik atau pemegang hak atas tanah berada pada posisi yang tidak
menguntungkan dalam arti kurang mendapat perlindungan hak atas tanah yang akan
dilepaskan setelah mendapat ganti rugi. Hal ini sangat merugikan pemilik atau
pemegang hak atas tanah.
Ditinjau dari segi khirarki peraturan perundang-undangan, materi muatannya
dan kewenangan pembentuknya atau dari berbagai aspek yuridis, sosiologis dan
filosofis Permendagri No.15 Tahun 1975 ini merupakan peraturan yang cacat hukum,
sehingga tidak layak digunakan sebagai landasan hukum terhadap pengadaan atau
pembebasan tanah milik rakyat untuk kepentingan umum. Sehubungan dengan hal
tersebut, maka pada tahun 1993 Permendagri No.15 Tahun 1975 ini dicabut dan
digantikan dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan
Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
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6. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993
Pada bulan Juni tahun 1993, Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden
Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan
untuk Kepentingan Umum. Keputusan Presiden ini bermaksud untuk menampung
aspirasi masyarakat karena adanya dampak negative dari Permendagri 1975. Selain
itu karena keberadaan Permendagri dianggap bertentangan dengan Pasal 2 UUPA dan
Pasal 33 UUD 1945.
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 ini pada mulanya ingin
memberikan berbagai kemudahan bagi para pelaksana pembangunan dalam
menghadapi kesukaran pengadaan tanah untuk berbagai proyek pembangunan, selain
itu bertujuan untuk menampung berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat
bahwa peraturan yang mengatur pembebasan tanah sebagaimana diatur dalam
Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 tidak memberikan jaminan perlindungan hukum
kepada rakyat yang tanahnya terkena pembebasan. Oleh karena itu keberadaan
peraturan ini juga adalah bagaikan sebilah pedang bermata dua dan kedua-duanya
penting sekali yaitu perlindungan hak rakyat dan pemenuhan tuntutan pembangunan.
Kedua hal ini seharusnya memang tidak perlu dipertentangkan satu dengan lainnya
malah harus saling mengisi.
Adapun asas kewenangan dalam pengadaan tanah dalam Keputusan Presiden
Nomor 55 Tahun 1993 dapat dibaca dalam konsiderannya, yaitu :
1. Bahwa pembangunan nasional, khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk
kepentingan umum, memerlukan bidan tanah yang cukup dan untuk itu
pengadaannya perlu dilakukan sebaik-baiknya;
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2. Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dilakukan dengan memperhatikan
peranan dalam kehidupan manusia dan prinsip penghormatan terhadap hak-hak
yang sah atas tanah;
3. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pengadaan tanah untuk kepentingan
umum diusahakan dengan cara yang seimbang dan untuk tingkat pertama
ditempuh dengan cara musyawarah langsung dengan para pemegang hak atas
tanah.
Dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, tidak dikenal
lagi istilah “pembebasan tanah” istilah ini telah diganti dengan istilah “pelepasan”
atau “penyerahan hak atas tanah” dan Keputusan Presiden ini juga telah mencabut
berlakunya Permendagri Nomor 15 Tahun 1975.
Menurut Pasal 1 angka (1) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993,
pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara
memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. Prosedur yang
harus ditempuh adalah dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
Adapun pengertian pelepasan atau penyerahan hak atas tanah menurut Pasal 1 angka
(2) Keputusan Presiden ini adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara
pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti
kerugian atas dasar musyawarah.
Salah satu masalah dalam pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun
1993, adalah definisi dari kepentingan umum. Kepentingan umum sebagai sebuah
konsep tidak sukar untuk dipahami namun secara definisi tidak mudah untuk
dirumuskan dan dioperasionalkan. Dalam penjelasan Keputusan Presiden Nomor 55
Tahun 1993, kepentingan umum diartikan sebagai kepentingan seluruh lapisan
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masyarakat, dan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dibatasi pada
kegiatan pembangunan yang dilakukan dan dimiliki oleh pemerintah serta tidak
digunakan untuk mencari keuntungan. Dengan demikian, menurut Maria S.W.
Sumarjono, interpretasi kegiatan yang termasuk dalam kategori kepentingan umum
dibatasi pada terpenuhinya ketiga-tiga unsur tersebut.
Dalam Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 disebutkan ada 14
(empat belas) bidang kegiatan yang dikategorikan Kepentingan Umum, yaitu:
1. Jalan umum (temasuk jalan tol, rel kereta api), saluran pembuangan air;
2. Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi;
3. Rumah Sakit Umum dan Pusat-pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Pelabuhan atau Bandar udara atau terminal;
5. Peribadatan;
6. Pendidikan atau sekolahan;
7. Pasar Umum atau Pasar INPRES;
8. Fasilitas pemakaman umum;
9. Fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya
banjir, lahar dan lain-lain bencana;
10. Pos dan telekomunikasi;
11. Sarana olahraga;
12. Stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya;
13. Kantor Pemerintah;
14. Fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
Selain penyebutan bidang-bidang pembangunan untuk kepentingan umum
yang berjumlah 14 itu, Presiden masih dapat menentukan bidang-bidang lain kegiatan
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pembangunan untuk kepentingan umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka (2)
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 disebutkan bahwa kegiatan pembangunan
untuk kepentingan umum selain yang dimaksud Pasal 5 angka (1) dapat dilaksanakan
dengan Keputusan Presiden. Hal ini dapat menimbulkan berbagai multitafsir tentang
kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga dalam pelaksanaannya
Keputusan Presiden ini kurang bahkan tidak mempunyai kepastian hukum dan
mengakibatkan ketidakadilan pada masyarakat yang tanahnya terkena proyek
pengadaan tanah untuk pembangunan.
Pengadaan tanah bagi kegiatan untuk kepentingan umum oleh pemerintah
dilaksanakan dengan cara yaitu dengan cara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan
hak atas tanah. Selain itu, pengadaan tanah selain untuk pelaksanaan pembangunan
untuk kepentingan umum dapat dilaksanakan dengan cara jual beli, tukar menukar
atau dengan cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang
berkenaan (Pasal 2 ayat (3) Kepres No.55 Tahun 1993).
Menurut Pasal 1 angka (5) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993,
pengadaan tanah dilakukan atas dasar musyawarah. Pengertian musyawarah adalah
ialah : proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling mendengar
pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pihak pemegang
hak atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah, untuk memperoleh kesepakatan
mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian.
Dalam Pasal 10 ayat (1) Keputusan Presiden ini menganjurkan agar dalam
pengadaan tanah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan
dengan cara musyawarah langsung dengan pemegang hak atas tanah yang
bersangkutan dan Pejabat Pemerintah yang memerlukan tanah. Dilakukan dengan
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musyawarah secara langsung maksudnya dilakukan dengan dialog secara langsung
(tatap muka) antara pihak yang memerlukan tanah dengan pihak pemilik atau
pemegang hak atas tanah.
Apabila jumlah pemegang hak atas tanah sangat banyak dan tidak
memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah
dilaksanakan Panitia Pengadaan Tanah (PPT) dan Instansi Pemerintah yang
memerlukan tanah dengan wakil-wakil yang ditunjuk di antara dan oleh para
pemegang hak atas tanah yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka (Pasal 10
ayat (2) Kepres No.55 Tahun 1993).
Untuk membantu jalannya pengadaan tanah bagi kepentingan umum ini oleh
Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi dibentuk Panitia Pengadaan Tanah (PPT).
di dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 pada Pasal 7 ditentukan susunan
keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah yang mewakili Instansi terkait ditingkat
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang terdiri dari :
1. Bupati/Walikota, sebagai Ketua merangkap anggota;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, sebagai Wakil Ketua merangkap
anggota;
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, sebagai anggota;
4. Kepala Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan,
sebagai anggota;
5. Kepala Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian,
sebagai anggota;
6. Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah di mana rencana dan pelaksanaan
pembangunan akan berlangsung, sebagai anggota;
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7. Pengadaan Tanah Menurut Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005.
8. Pengadaan Tanah Menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.
9. Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.6
C. Proses Pembebasan Hak Milik Atas Tanah
Pihak yang ingin atau memerlukan tanah dimana tanah-tanah yang diperlukan
tersebut masih terdapat suatu hak tertentu harus mengajukan permohonan
pembebasan hak atas tanah kepada Gubernur Kepala Daerah atau kepada Pejabat
yang ditunjuknya dengan mengemukakan maksud dan tujuan penggunaan tanahnya.
Hal tersebut berlaku pula apabila yang memerlukan tanah adalah Instansi Pemerintah,
sedangkan untuk pihak swasta harus memohon izin dari Gubernur untuk
mempergunakan proses bagaimana yang diatur dalam PMDN No. 15 tahun 1975.
Menurut PMDN tahun 1975, permohonan pembebasan tanah tersebut
diajukan dengan disertai keterangan-keterangan tentang :
1. Status tanahnya.
2. Gambar tanahnya.
3. Maksud dan tujuan pembebasan tanah dan penggunaan selanjutnya.
4. Kesediaan untuk memberikan ganti rugi atau fasilitas lain kepada yang berhak
atas tanah.
6 Umar Said Sugiharto, Hukum Pengadaan Tanah (Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk
Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi), (Malang : Setara Press, 2015), h. 26-55.
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Setelah menerima permohonan tersebut dari Instansi yang bersangkutan, maka
Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk segera meneruskan permohonan
tersebut kepada panitia pembebasan tanah untuk mengadakan penelitian terhadap
data-data dan keterangan yang berkenaan dengan tanah-tanah yang akan dibebaskan.
Panitia pembebasan tanah dibentuk oleh Gubernur untuk tiap-tiap
Kabupaten/Kotamadya dan juga tingkat Provinsi.7
Tugas-tugas dari panitia pembebasan tanah tersebut menurut pasal 3 PMDN
No. 15/1975 adalah :
1. Mengadakan inventarisasi serta penelitian setempat terhadap keadaan tanahnya,
bangunan-bangunan dan tumbuh-tumbuhan;
2. Mengadakan perundingan dengan para pemegang hak atas tanah dan
bangunan/tanaman;
3. Menaksir besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada yang berhak;
4. Membuat berita acara pembebasan tanah beserta fatwa pertimbangannya;
5. Menyaksikan pelaksanaan ganti rugi kepada yang berhak atas
tanah/bangunan/tanaman tersebut.
Bilamana panitia pembebasan tanah sudah dapat menetapkan putusannya
mengenai besar dan bentuk ganti rugi dan keputusan itu sudah disampaikan kepada
para pihak, maka Instansi yang meminta pembebasan tanah dan para pemegang hak
atas tanah yang bersangkutan memberitahukan kepada panitia pembebasan tanah
7 Roosadijo, Tinjauan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada
Diatasnya, (Jakarta : Yudistira, 1982), h. 51.
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tentang persetujuan penolaknnya atas penentuan besar/bentuk ganti rugi yang telah
ditetapkan.
Bilamana telah tercapai kata sepakat mengenai besarnya uang ganti rugi
diantara para pihak, maka pelaksanaan pembayaran ganti rugi harus dilakukan secara
langsung antara Instansi yang memerlukan tanah kepada pihak yang berhak. Dan
bersamaan dengan pembayaran ganti rugi itu dilakukan pula penyerahan pelepasan
hak atas tanah secara tertulis di hadapan sekurang-kurangnya empat orang anggota
panitia pembebasan tanah diantaranya Camat dan Kepala Desa yang bersangkutan.
Sebagai bukti telah dilakukan pembayaran ganti rugi oleh Instansi yang bersangkutan
dan diterimanya uang ganti rugi oleh pihak yang berhak serta telah dilakukannya
pelepasan hak maka oleh panitia pembebasan tanah harus dibuatkan secara pelepasan
hak dan pembayaran ganti rugi sekurang-kurangnya rangkap delapan.
Dengan adanya pernyataan hak maka hak orang yang bersangkutan atas tanah
dan benda-benda yang ada di atasnya menjadi hapus dan saat tersebut tanah jatuh
pada Negara.
Apabila pembebasan tanah beserta pemberian ganti rugi telah selesai
dilakukan, maka Instansi yang memerlukan tanah tersebut diharuskan mengajukan
permohonan sesuatu hak atas tanah kepada Pejabat yang Berwenang seperti yang
dimaksudkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972. Permohonan
tersebut harus disertai dengan surat-surat bukti pernyataan pelepasan hak dan
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pembayaran ganti ruginya dan kepala sub direktorat agrarian kabupaten/kotamadya
harus menyelesaikan permohonan tersebut menurut ketentuan yang berlaku.8
Bagaimana kalau yang bersangkutan menolak penetapan dari panitia, maka ia
harus mengajukan penolakan kepada panitia dengan disertai alasan penolakannya.
Panitia pembebasan tanah setelah menerima dan mempertimbangkan alasan
penolakan tersebut dapat mengambil sikap sebagai berikut :
1. Tetap pada keputusannya semula;
2. Meneruskan surat penolakan tersebut dengan disertai pertimbangan-
pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan untuk
diputuskan.
Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan setelah mempelajari dari segala
segi, dapat mengambil keputusan yang bersifat mengukuhkan keputusan panitia
pembebasan tanah atau menentukan lain yang wujudnya mencari jalan tengah yang
dapat diterima oleh kedua belah pihak. Keputusan Gubernur tersebut disampaikan
kepada masing-masing pihak serta kepada PPAT.
Di dalam PMDN No. 15/1975 tidak dijelaskan lebih lanjut bagaiamana
andaikata panitia pembebasan atas tanah telah diterima oleh yang bersangkutan.
Untuk menjawab masalah ini maka Abdurrahman dalam bukunya Aneka Masalah
Hukum Agraria dalam pembangunan di Indonesia menjelaskan sebagai berikut :
8 Kaunang, Kumpulan Peraturan Agraria, (Jakarta : Panca Putra Dewa, 1981), h. 67.
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Berkenan dengan hal tersebut kiranya dapat diadakan dengan jalan sebagai
berikut :
1. Mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi setempat.
Menurut Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1973 tentang acara penetapan
ganti rugi oleh Pengadilan Tinggi sehubungan dengan pencabutan hak-hak atas
tanah dan benda-benda yang ada diatasnya, dimana menurut peraturan ini
seseorang yang tidak dapat menerima hak atas tanah dapat mengajukan banding
kepada Pengadilan Tinggi ketentuan yang demikian kiranya juga dapat
diterapkan dalam masalah pembebasan tanah.
2. Mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri setempat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 tahun 1985 menyederhanakan cara
pengadaan tanah di wilayah kecamatan dengan luas tanah tidak lebih dari 5
hektar. Pelaksanaan pengadaan tanah ini dapat dilakukan melalui pembebasan
tanah atau jual beli biasa. Dalam melaksanakan pembebasan tanah tidak
diperlukan panitia. Pimpinan proyek dengan memberitahukan Camat dan
Walikota berhak mengadakan musyawarah dengan empunya hak atas tanah
mengenai besar ganti rugi, namun demikian pimpinan proyek wajib
memperhatikan harga dasar yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Apabila tidak
tercapai musyawarah dalam menetukan ganti rugi maka pimpinan proyek
segera mencari lokasi lain untuk menggantikannya.
Selanjutnya PMDN No.2 tahun 1985 pada pasal 12 menegaskan bahwa
dengan berlakunya PMDN tersebut maka hal-hal yang sudah diatur dalam PMDN
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tersebut dapat mengenyampingkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun
1975.9
Sumber lain mengatakan bahwa Dalam peraturan perundang-undangan
pembebasan hak milik atas tanah atau pengadaan tanah untuk kepentingan umum
meliputi tahap-tahap sebagai berikut:
1. Perencanaan
Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana yang
dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2012 pasal 14 ayat (1) disusun dalam
bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah, yang paling sedikit memuat :
a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan.
b. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan
Nasional dan Daerah.
c. Letak tanah.
d. Luas tanah yang dibutuhkan.
e. Gambaran umum status tanah.
f. Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah.
g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan.
h. Perkiraan nilai tanah, dan
i. Rencana penganggaran.
2. Persiapan
a. Menetapkan lokasi pengadaan tanah
9 Parlindungan, Hukum Agraria Dan Pertanahan,(Bandung : Mandar Maju, 2003), h. 124.
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Disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) kota.
Bagi daerah yang belum mempunyai RUTRW, pengadaan tanah dilakukan
berdasarkan perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.
Penetapan lokasi pengadaan tanah ini dituangkan dalam bentuk Surat
Keputusan Penetapan Lokasi yang ditantangani oleh Bupati/Walikota atau Gubernur
untuk Wilayah untuk DKI Jakarta.
b. Membentuk Panitia Pengadaan Tanah
Pasal 6 ayat (1) Perpres No. 36/2005 menyatakan bahwa pengadaan tanah
untuk kepentingan umum  di wilayah Kota/kota dilakukan dengan bantuan panitia
pengadaan tanah Kota/kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota. Selanjutnya ayat (5)
menyatakan bahwa susunan panitia pengadaan tanah terdiri atas unsur perangkat
daerah terkait.
Ketentuan tersebut selanjutnya dirubah dengan Perpres No. 65/2006 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36/2005 yang dinyatakan dalam pasal 6 ayat
(5) yaitu susunan panitia pengadaan tanah terdiri atas unsur perangkat daerah terkait
dan Badan Pertanahan Nasional. Dengan demikian pembentukan Panitia Pengadaan




Dalam penyuluhan ini Panitia Pengadaan Tanah (PPT) bersama instansi
pemerintah yang memerlukan tanah melakukan penyuluhan dengan cara memberikan
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informasi secara dua arah dengan masyarakat yang terkena lokasi pembangunan,
dengan dipandu oleh Ketua PPT dan Wakil Ketua PPT dan dihadiri oleh anggota PPT
dan Pimpinan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah.
b. Inventarisasi
Pelaksanaan inventarisasi dilakukan oleh PPT bersama instansi pemerintah
yang memerlukan tanah dan instansi terkait. Inventarisasi meliputi objek tanah yang
terkena pengadaan tanah untuk pembangunan, batas-batas tanahnya, subyek atau
pemilik/pemegang hak atas tanah dan penguasaan tanah serta penggunaanya,
termasuk bangunan, tanaman serta benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang
akan terkena pembangunan.
c. Pengumuman
Pengumuman hasil inventarisasi diperlukan untuk memberitahukan dan
memberi kesempatan kepada masyarakat yang tanahnya terkena kegiatan
pembangunan untuk mengajukan keberatan atas hasil inventarisasi. Pengumuman
dilampiri dengan Peta dan Daftar yang menguraikan mengenai Subjek (nama
pemegang/pemilik tanah), luas, status tanah, nomor persil, jenis dan luas bangunan,
jumlah dan jenis tanaman, benda-benda lainnya. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP),
Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) bidang tanah serta keterangan-
keterangan lainnya dan ditandatangani oleh PPT serta diumumkan di Kantor
Pertanahan Kota/kota, Kantor Camat dan Kantor Kelurahan/Desa setempat dalam
tenggang waktu 1 (satu) bulan. Jika ada keberatan yang diajukan oleh masyarakat
dalam tenggang ditetapkan dan oleh PPT dianggap cukup beralasan, pihak PPT
mengadakan perubahan, sebagaimana mestinya.
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d. Musyawarah Mengenai Bentuk Besarnya Ganti Kerugian
Musyawarah mengenai bentuk besarnya kerugian. Dalam musyawarah ini
yang diinginkan adalah titik temu keinginan antara pemilik tanah dengan pihak yang
instansi pemerintah yang memrlukan tanah, untuk selanjutnya memperoleh
kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian.
Hasil musyawarah ini (diumumkan) dalam Berita Acara Musyawarah yang
ditandatangani oleh masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan dan instansi
pemerintah yang memerlukan tanah. Kemudian untuk kesepakatan mengenai bentuk
dan besarnya ganti rugi kerugian dituangkan dalam Surat Keputusan PPT yang
ditandatangani oleh ketua PPT. Jika kesepakatan tentang bentuk dan besarnya ganti
rugi tidak tercapai, maka PPT menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian
dengan melampirkan Berita Acara Penaksiran dan Notulen Rapat Musyawarah.
Bentuk ganti kerugian berupa: 1) Uang; 2) Tanah Pengganti; 3) Pemukiman
Kembali atau bentuk lain yang telah disetujui kedua belah pihak yang bersangkutan.
Khusus untuk tanah waqaf peribadatan lainnya, maka bentuk kerugian berupa tanah,
bangunan dan perlengkaan yang diperlukan diserahkan kepada nadzir yang
bersangkutan.
Penaksiran nilai tanah ditentukan berdasarkan hak dan status penguasaan
tanah yang terkena pembangunan, sedangkan nilai bangunan, tanaman dan benda-
benda lainnya ditentukan oleh Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang
terkait.
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e. Penyusunan Daftar Nominatif Dan Pelaksanaan Pembayarannya
Pelaksanaan pembayaran ganti kerugian diserahkan secara langsung kepada
yang berhak di lokasi yang ditentukan oleh PPT dengan disaksikan oleh sekurang-
kurangnya 3 (tiga) anggota PPT.
f. Pelepasan Hak Atas Tanah
Pelepasan hak atas tanah, pelaksanaan pemberian ganti kerugian, pelepasan
hak dan penyerahan tanah dilakukan secara bersamaan. Pelepasan atau penyerahan
hak atas tanah oleh pemegang/pemilik tanah dilakukan dihadapan anggota PPT
dengan menyerahkan tanda bukti hak atas tanah asli (sertifikat) atau bukti
kepemilikan/perolehan tanah lainnya.
Surat Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah ditandatangani oleh pemegang
hak atas tanah/pemilik tanah dan Kepala Kantor/Dinas/Badan Pertanahan Kota/kota
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota panitia, sedangkan untuk
pelepasan/penyerahan tanah yang belum terdaftar disaksikan oleh Camat dan
Lurah/Kepala Desa setempat.
Biaya PPT: Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan panitia pengadaan tanah
ditanggung oleh instansi yang memerlukan tanah, besarnya tidak lebih dari 4% dari
jumlah nilai ganti kerugian dengan perincian sebesar 1% untuk Honoraium PPT, 1%
untuk biaya administrasi PPT, dan sebesar 2% untuk biaya operasioanal PPT dengan
berpedoman pada Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor SE.132/A/63.
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4. Pelaporan
Bupati/Walikota melaporkan pengadaan tanah di wilayahnya kepada
pemerintah CQ Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Wialayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi setempat.10
D. Dasar Penentuan Standar Ganti Rugi
Dalam Perpres No. 36 tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah dalam
Perpres No.65 tahun 2006, pada pasal 13 dijelaskan bahwa bentuk ganti rugi yang
diberikan Pemerintah dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali,
gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti rugi, maupun bentuk-bentuk lain yang
disetujui pihak-pihak yang bersangkutan.
Sementara itu, pada pasal 15 ayat (1) dijelaskan bahwa besaran nilai ganti rugi
yang diberikan pemerintah dalam hal pengadaan tanah didasarkan atas:
1. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan
memperhatikan nilai jual obyek pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian
lembaga/tim penilai harga tanah yang ditunjuk oleh panitia;
2. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab
dibidang bangunan;
3. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab
dibidang pertanian.
10 Adi akbar, “Pengadaan tanah untuk pembangunan proyek jalan lingkar utara kota tegal”,
Tesis, Program studi kenotariatan program pascasarjana, 2009, hlm.64-69.
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Dalam PerKa BPN 07 tahun 2007, pada pasal 28 ayat (2) dijelaskan lebih
lanjut mengenai perhitungan besaran nilai ganti rugi, yakni:
(ayat 2) Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak
(NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun
berjalan,dan dapat berpedoman pada variable-variabel sebgai berikut: a. lokasi
dan letak tanah; b. status tanah; c. peruntukan tanah; d. kesesuaian penggunaan
tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau
kota yang telah ada; e. sarana dan prasarana yang tersedia; dan f. factor lainnya
yang mempengaruhi harga tanah.11
E. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Hukum
Terdapat tujuh faktor penghambat penegakan hukum di Indonesia, ketujuh
faktor tersebut yaitu:
1. Lemahnya political will dan political action para Pemimpin Negara ini, umtuk
menjadikan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
Dengan kata lain, supremasi hukum masih sebatas retorika dan jargon politik
yang didengung-dengungkan pada saat kampanye.
2. Peraturan perundang-undangan yang ada pada saat ini masih lebih merefleksikan
kepentingan politik penguasa ketimbang kepentingan rakyat.
3. Rendahnya integritas moral, kredibilitas, professionalitas dan kesadaran hukum
aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum.
4. Minimnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang mendukung kelancaran
proses penegakan hukum.




5. Tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah serta
kurang respek terhadap hukum.
6. Paradigma penegakan hukum masih positivis-legalistis yang lebih
mengutamakan tercapainya keadilan formal (formal justice) daripada keadilan
substansial (substansial justice).
7. Kebijakan (policy) yang diambil oleh para pihak terkait (stakeholders) dalam
mengatasi persoalan penegakan hukum masih bersifat parsial, tambal sulam,
tidak komprehensif dan tersistematis.
Langkah dan strategi yang sangat mendesak (urgent) untuk dilakukan saat ini
sebagai solusi terhadap persoalan tersebut ialah melakukan pembenahan dan penataan
terhadap system hukum yang ada. Sebagai masyarakat hukum Indonesia, negeri ini
butuh penegakan hukum yang adil dan tegas. Tidak ada diskriminasi dalam
penegakannya, masyarakat Indonesia begitu haus dengan penegakan hukum yang
adil.
Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor lain yang
mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral,
sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi factor-faktor tersebut.
Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:
1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
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4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan
pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.12
12 Soerjono Soekanto dan Purbacaraka, factor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,




A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti menggunakan penelitian
lapangan (Field Research) yaitu salah satu metode pengumpulan data dalam
penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur
yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Adapun lokasi
penelitian adalah Kecamatan Sinjai Timur.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis sosiologis. Yaitu meneliti fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan (lokasi
penelitian).
C. Sumber Data
Dalam proses penelitian ini, berjenis data kualitatif yang terdiri atas:
1. Data Primer
Berupa data yang didapatkan secara langsung dari lapangan atau lokasi
penelitian.
2. Data Sekunder
Berupa data yang diperoleh dari literatur yang relevan dengan masalah yang
diteliti. Literatur yang dimaksudkan berupa buku (cetak maupun elektronik), sumber-
sumber hukum tertulis, database software dan artikel (online dan offline).
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D. Metode Pengumpulan Data
Penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:
1. Wawancara
Berupa proses tatap muka dalam rangka interview dengan informan guna
memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.
2. Dokumentasi
Berupa pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpangan informasi bukti
dan keterangan (kutipan dan bahan referensi lain) sebagai data yang mendukung
penelitian.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan penulis untuk memperoleh data-data
penelitian adalah:
1. Daftar pertanyaan
2. Alat perekam gambar atau suara
3. Alat tulis menulis
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Teknik pengolahan data yaitu proses coding, editing, dan klasifikasi data.
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif yaitu
penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini
adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi
saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.
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G. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasinya seluruh warga masyarakat Kabupaten Sinjai.
2. Sampel
a. 25 warga masyarakat yang telah dibebaskan hak miliknya atas tanah




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Proses Pembebasan Hak Milik Atas Tanah Di Kecamatan Sinjai Timur
Dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun
2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum meliputi
tahap-tahap sebagai berikut:
1. Perencanaan
Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana yang
dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2012 pasal 14 ayat (1) disusun dalam
bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah, yang paling sedikit memuat :
a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan.
b. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan
Nasional dan Daerah.
c. Letak tanah.
d. Luas tanah yang dibutuhkan.
e. Gambaran umum status tanah.
f. Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah.
g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan.




a. Menetapkan lokasi pengadaan tanah
Disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) kota.
Bagi daerah yang belum mempunyai RUTRW, pengadaan tanah dilakukan
berdasarkan perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.
Penetapan lokasi pengadaan tanah ini dituangkan dalam bentuk Surat
Keputusan Penetapan Lokasi yang ditantangani oleh Bupati/Walikota atau Gubernur
untuk Wilayah untuk DKI Jakarta.
b. Membentuk Panitia Pengadaan Tanah
Pasal 6 ayat (1) Perpres No. 36/2005 menyatakan bahwa pengadaan tanah
untuk kepentingan umum  di wilayah Kota/kota dilakukan dengan bantuan panitia
pengadaan tanah Kota/kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota. Selanjutnya ayat (5)
menyatakan bahwa susunan panitia pengadaan tanah terdiri atas unsur perangkat
daerah terkait.
Ketentuan tersebut selanjutnya dirubah dengan Perpres No. 65/2006 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36/2005 yang dinyatakan dalam pasal 6 ayat
(5) yaitu susunan panitia pengadaan tanah terdiri atas unsur perangkat daerah terkait
dan Badan Pertanahan Nasional. Dengan demikian pembentukan Panitia Pengadaan





Dalam penyuluhan ini Panitia Pengadaan Tanah (PPT) bersama instansi
pemerintah yang memerlukan tanah melakukan penyuluhan dengan cara memberikan
informasi secara dua arah dengan masyarakat yang terkena lokasi pembangunan,
dengan dipandu oleh Ketua PPT dan Wakil Ketua PPT dan dihadiri oleh anggota PPT
dan Pimpinan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah.
b. Inventarisasi
Pelaksanaan inventarisasi dilakukan oleh PPT bersama instansi pemerintah
yang memerlukan tanah dan instansi terkait. Inventarisasi meliputi objek tanah yang
terkena pengadaan tanah untuk pembangunan, batas-batas tanahnya, subyek atau
pemilik/pemegang hak atas tanah dan penguasaan tanah serta penggunaanya,
termasuk bangunan, tanaman serta benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang
akan terkena pembangunan.
c. Pengumuman
Pengumuman hasil inventarisasi diperlukan untuk memberitahukan dan
memberi kesempatan kepada masyarakat yang tanahnya terkena kegiatan
pembangunan untuk mengajukan keberatan atas hasil inventarisasi. Pengumuman
dilampiri dengan Peta dan Daftar yang menguraikan mengenai Subjek (nama
pemegang/pemilik tanah), luas, status tanah, nomor persil, jenis dan luas bangunan,
jumlah dan jenis tanaman, benda-benda lainnya. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP),
Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) bidang tanah serta keterangan-
keterangan lainnya dan ditandatangani oleh PPT serta diumumkan di Kantor
Pertanahan Kota/kota, Kantor Camat dan Kantor Kelurahan/Desa setempat dalam
tenggang waktu 1 (satu) bulan. Jika ada keberatan yang diajukan oleh masyarakat
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dalam tenggang ditetapkan dan oleh PPT dianggap cukup beralasan, pihak PPT
mengadakan perubahan, sebagaimana mestinya.
d. Musyawarah Mengenai Bentuk Besarnya Ganti Kerugian
Musyawarah mengenai bentuk besarnya kerugian. Dalam musyawarah ini
yang diinginkan adalah titik temu keinginan antara pemilik tanah dengan pihak yang
instansi pemerintah yang memerlukan tanah, untuk selanjutnya memperoleh
kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian.
Hasil musyawarah ini (diumumkan) dalam Berita Acara Musyawarah yang
ditandatangani oleh masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan dan instansi
pemerintah yang memerlukan tanah. Kemudian untuk kesepakatan mengenai bentuk
dan besarnya ganti rugi kerugian dituangkan dalam Surat Keputusan PPT yang
ditandatangani oleh ketua PPT. Jika kesepakatan tentang bentuk dan besarnya ganti
rugi tidak tercapai, maka PPT menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian
dengan melampirkan Berita Acara Penaksiran dan Notulen Rapat Musyawarah.
Bentuk ganti kerugian berupa: 1) Uang; 2) Tanah Pengganti; 3) Pemukiman
Kembali atau bentuk lain yang telah disetujui kedua belah pihak yang bersangkutan.
Khusus untuk tanah waqaf peribadatan lainnya, maka bentuk kerugian berupa tanah,
bangunan dan perlengkaan yang diperlukan diserahkan kepada nadzir yang
bersangkutan.
Penaksiran nilai tanah: ditentukan berdasarkan hak dan status penguasaan
tanah yang terkena pembangunan, sedangkan nilai bangunan, tanaman dan benda-
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benda lainnya ditentukan oleh Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang
terkait.
e. Penyusunan Daftar Nominatif Dan Pelaksanaan Pembayarannya
Pelaksanaan pembayaran ganti kerugian diserahkan secara langsung kepada
yang berhak di lokasi yang ditentukan oleh PPT dengan disaksikan oleh sekurang-
kurangnya 3 (tiga) anggota PPT.
f. Pelepasan Hak Atas Tanah
Pelepasan hak atas tanah, pelaksanaan pemberian ganti kerugian, pelepasan
hak dan penyerahan tanah dilakukan secara bersamaan. Pelepasan atau penyerahan
hak atas tanah oleh pemegang/pemilik tanah dilakukan dihadapan anggota PPT
dengan menyerahkan tanda bukti hak atas tanah asli (sertifikat) atau bukti
kepemilikan/perolehan tanah lainnya.
Surat Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah ditandatangani oleh pemegang
hak atas tanah/pemilik tanah dan Kepala Kantor/Dinas/Badan Pertanahan Kota/kota
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota panitia, sedangkan untuk
pelepasan/penyerahan tanah yang belum terdaftar disaksikan oleh Camat dan
Lurah/Kepala Desa setempat.
Biaya PPT: Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan panitia pengadaan tanah
ditanggung oleh instansi yang memerlukan tanah, besarnya tidak lebih dari 4% dari
jumlah nilai ganti kerugian dengan perincian sebesar 1% untuk Honoraium PPT, 1%
untuk biaya administrasi PPT, dan sebesar 2% untuk biaya operasioanal PPT dengan
berpedoman pada Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor SE.132/A/63.
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4. Pelaporan
Bupati/Walikota melaporkan pengadaan tanah diwilayahnya kepada
pemerintah CQ Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Wialayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi setempat.1
Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah sesuai dengan Keputusan Bupati
Sinjai Nomor 990 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembebasan Lahan
Ruas Jalan Mangarabombang – Tui Kecamatan Sinjai Timur pada Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2016 membentuk susunan tim kerja
pembebasan lahan seperti pada tabel berikut :
Tabel 1
Susunan Tim Kerja Pembebasan Lahan
Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sinjai
Tahun Anggaran 2016
No. Nama Jabatan Dalam
Tim
Jumlah
1. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sinjai
Penasehat 1 Kegiatan
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Sinjai
Ketua 1 Kegiatan
1 Adi akbar, “Pengadaan tanah untuk pembangunan proyek jalan lingkar utara kota tegal”,
Tesis, Program studi kenotariatan program pascasarjana, 2009, hlm.64-69.
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3. Kepala BPN Kab. Sinjai Wakil Ketua 1 Kegiatan
4. Kepala Bidang Prasarana Jalan
dan Jembatan
Sekretaris 1 Kegiatan
5. Asisten Tata Praja Setdakab.
Sinjai
Anggota 1 Kegiatan
6. Asisten Ekonomi dan
Pemabngunan Setdakab. Sinjai
Anggota 1 Kegiatan
7. Kabag Adm. Pemerintahan
Umum Setdakab. Sinjai
Anggota 1 Kegiatan
8. Camat Sinjai Timur Anggota 1 Kegiatan
9. Lurah Samataring Anggota 1 Kegiatan
Sumber : Data dari Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Sinjai
Berdasarkan wawancara penulis dengan Asri Ameru (56 tahun) pekerjaan
Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Kabupaten Sinjai
mengatakan bahwa :
Setiap pembebasan tanah untuk kepentingan umum seperti contohnya pelebaran
jalan itu pastinya dilakukan dengan mengikuti prosedur mulai dari tahap
perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Karena tidak mungkin
pemerintah langsung mematok batas-batas jalan yang akan diperluas tanpa
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sepengetahuan dan pemberitahuan sebelumnya kepada masyarakat yang akan
dibebaskan tanahnya.2
Wawancara penulis dengan bapak Syuaib, (49 tahun) pekerjaan Petani
menyatakan bahwa :
Sebelum proyek pelebaran jalan dilakukan telah ada musyawarah sebelumnya,
dan saya selaku masyarakat yang tanahnya dibebaskan mengikuti musyawarah
tersebut.3
Wawancara penulis dengan bapak H. Ishak, (52 tahun) pekerjaan Kadis
Pekerjaan Umum meyatakan bahwa :
Proses pembebasan tanah di Kecamatan Sinjai Timur dilaksanakan sesuai
prosedur. Ada kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah
tingkat bawah memfasilitasi melakukan pertemuan dengan para pemilik tanah.
Dan musyawarah berkali-kali dilakukan agar dapat menemui mufakat terutama
dalam hal ganti rugi.4
Menurut penulis proses Pembebasan Hak Milik Atas Tanah di Kecamatan
Sinjai Timur telah mengikuti prosedur sebagaimana mestinya. Mulai dari tahap
perencanaan hingga seterusnya. Meskipun ada sebagian kecil masyarakat yang
menyatakan bahwa tidak ada musyawarah, namun penulis beranggapan bahwa apa
yang dikatakan warga tersebut itu tidak benar adanya karena sebagian besar
masyarakat yang lain mengetahui dan mengikuti musyawarah bahkan hingga 3 (tiga)
kali.
2 Asri Ameru, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan,
wawancara, Sinjai 17 April 2017.
3 M. Syuaib S, Petani, Wawancara, Sinjai 13 April 2017
4 H. Ishak, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, wawancara, Sinjai 07 Juni 2017.
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Penyebab seringkali diadakan musyawarah dan tidak langsung sepakat karena
jumlah ganti rugi yang ditawarkan pemerintah yang memerlukan tanah tidak sesuai
dengan keinginan para pemilik atau pemegang hak atas tanah, setelah 3 kali
musyawarah barulah ada kata sepakat antara pemilik tanah dengan pemerintah yang
memerlukan tanah.
Adapun keputusan Panitia Pembebasan Tanah setelah diadakan musyawarah
menyimpulkan bahwa harga tanah disekitar Jalan Poros Sinjai – Kajang berkisar Rp.
163.000,- s/d Rp. 266.000,- permeter. Sedangkan harga tanah disekitar
Mangarabombang Kelurahan Samataring berkisar Rp. 98.000,- s/d Rp. 107.000,-
permeter. Perkiraan harga tanah ini tergantung letak tanah dan bentuk alas hak
kepemilikan tanah.
Berikut adalah tabel mengenai luas tanah yang dibebaskan beserta nama
pemiliknya :
Tabel 2
Jumlah pemilik dan luas tanah keseluruhan
Di Jalan Tui Sinjai Timur
Jumlah Pemilik Luas Tanah Keseluruhan
66 Orang 4.463 m2
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Tabel 3
Nama Pemilik beserta luas tanahnya yang dibebaskan
Di Jalan Tui Sinjai Timur
No. Nama pemilik Luas tanah yang dibebaskan (M2)
1. Sukawati 58
2. Awaluddin Mappiare 12
3. Pt. Intang 19
4. Jamerro 43
5. Yahya Salawati 32
6. Jamerro Kaloko 25
7. Masdariati/Pt. Jama 115
8. Pt. Haramiah 47
9. Pt. Subaedah/Pt. Rennu 107
10. Nurhayati 36
11. Muhayan Sikki 24
12. Asis Sawiah 39
13. Pt. Rimba 45
14. Pt. Rimba 36
15. Pt. Suka 60
16. Lampe 37
17. Sultan Niar 17
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18. Ambo Tuo Majid 64
19. Muhayan Sikki 54
20. Naje Rahmatiah 80
21. Ude Kamma 139
22. Syamsiah 60
23. Aris Munandar 66
24. A. Rugaya Pattopoi 44
25. Asri 44
26. Toing 116
27. Ahmad Ruslan Lamo 35
28. Banuna 17
29. Hajira Bandu 50
30. Jalaluddin 89
31. Arifuddin/Hasbi 98
32. Hariani B Pt. Seha 41
33. Mappiare Jami 33
34. Haris Arni/Hasanuddin 81
35. Uddin Ali 53
36. Haris Arni/Nasaruddin 22
37. Made/Medan 56
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38. Alwi Situru 122
39. H.A.M. Yusuf 35
40. Pt. Mamma 490
41. Andi Suriati/Niswa 66
42. Andi Amsal 57
43. Ambo Hasnia 51
44. Abd.Azis 40
45. Muh. Nur Ramba 57
46. Muh. Nur Ramba 47
47. Suyuti 127
48. Mustari Umar 97
49. Hasbi 20
50. H. Ibrahim 26
51. Ahmad DG Masenge 32
52. Rahim/Eda 82
53. M. Arifin Antong 100
54. Hasna B Duming 115
55. Nasrullah, S.Ag 126
56. Ahmad Ruslan Lamo 44
57. Ali/Hajira 44
74
58. Arsyad Kunnu/Jalaluddin 102
59. M. Syuaib S 37
60. Muratang/Arifuddin Hasbi 75
61. Hariani Bt Pt Seha 79
62. Suaebah Muleking 91
63. Uddin Ali/Baharuddin 60
64. Abd. Haris Arni/Nasaruddin 26
65. Indo Tang Pt Senge 96
66. Wahyuni Abdullah 125
Sumber : Data dari Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Sinjai
B. Standar Penentuan Ganti Rugi Pembebasan Hak Milik Atas Tanah Di
Kecamatan Sinjai Timur
Berdasarkan wawancara dengan Andi Subhan S. (53 tahun) pekerjaan Kasubsi
Peralihan Hak, Pembebasan Hak & PPAT Badan Pertanahan Kabupaten Sinjai
mengatakan bahwa “Dalam penentuan standar ganti kerugian jika itu pembebasan
tanah untuk pelebaran jalan, ada beberapa hal yang harus di perhatikan :
1. Untuk tanah nilainya didasarkan pada nilai nyata dengan memperhatikan
NJOP tahun terakhir.
2. Faktor yang mempengaruhi harga tanah berupa apakah lokasi tanah tersebut
letaknya strategis atau tidak, luas tanahnya, dasar kepemilikannya apakah
berupa hak milik ataukah hanya hak pakai dan faktor lainnya yang
mempengaruhi harga tanah.
3. Nilai taksiran bangunan dan tanaman.
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Jadi di dalam penentuan standar ganti rugi hal-hal itulah yang menjadi pokok
perhatian tim penilai atau penafsir tanah ganti kerugian.”5
Selanjutnya wawancara penulis dengan bapak H. Ishak, (52 tahun) pekerjaan
Kadis Pekerjaan Umum meyatakan bahwa :
Mengenai standar penentuan ganti rugi itu adalah pekerjaan tim penilai
(Appraisal). Adapun pembebasan tanah untuk pelebaran jalan di Sinjai Timur
sendiri tim penilai dalam menentukan standar ganti kerugian itu berdasarkan
kepada kesetaraan dengan nilai pasar atau suatu property, dengan
memperhatikan unsur luar biasa berupa kerugian non fisik yang diakibatkan
adanya pengambilalihan hak atas property dimaksud.6
Jika diperhatian berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber
ternyata perhitungan ganti kerugian tersebut cukup baik dan tidak merugikan para
pemegang hak yang bersangkutan. Karena penentuan standar ganti rugi pembebasan
tanah memperhatikan kesetaraan dengan nilai pasar (harga pasar) atau suatu property,
dengan memperhatikan unsur luar biasa berupa kerugian non fisik.
Sesuai standar Penilaian Indonesia 2015 seri 306 penilain untuk keperluan
ganti kerugian juga meliputi kerugian non fisik. Obyek penilaian dalam penentuan
ganti kerugian non fisik meliputi :
1. Penggantian terhadap kerugian pelepasan hak dari pemilik tanah yang akan
diberikan Premium meliputi :
a. Adanya potensi kehilangan pekerjaan atau kehilangan bisnis termasuk alih
profesi.
5 Andi Subhan S, Kasubsi Peralihan Hak, Pembebasan Hak & PPAT Badan Pertanahan,
wawancara, Sinjai 17 April 2017
6 H. Ishak, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, wawancara, Sinjai 07 Juni 2017.
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b. Kerugian Emosional (Solatium), merupakan kerugian tidak berwujud yang
dikaitkan dengan pengambilalihan tanah yang digunakan sebagai tempat
tinggal dari pemilik.
c. Hal-hal yang belum diatur pada butir a dan b diatas ditentukan
berdasarkan kesepakatan para pihak yang terkait.
2. Biaya transaksi, dapat meliputi biaya pindah dan pajak sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
3. Kompensasi masa tunggu (bunga), yaitu sejumlah dana yang diperhitungkan
sebagai pengganti adanya perbedaan waktu antara tanggal penilaian dengan
perkiraan tanggal pembayaran ganti kerugian.
4. Kerugian sisa tanah, adalah turunnya nilai tanah akibat pengambilan sebagian
bidan tanah. Dalam hal sisa tanah tidak dapat lagi difungsikan sesuai dengan
peruntukannya, maka dapat diperhitungkan penggantian atas keseluruhan
bidan tanahnya.
5. Kerugian fisik lainnya, misalnya adanya bagian bangunan yang terpotong
akibat pengadaan tanah sehingga membutuhkan biaya perbaikan agar dapat
berfungsi sebagaimana mestinya.
Berikut adalah tabel jumlah ganti rugi masing-masing pemilik yang
dibebaskan tanahnya:
Tabel 4
Nama pemilik beserta besaran ganti rugi
No. Nama pemilik Nilai ganti rugi
1. Sukawati Rp. 5.000.000,-
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2. Awaluddin Mappiare Rp. 1.100.000,-
3. Pt. Intang Rp. 1.500.000,-
4. Jamerro Rp. 8.000.000,-
5. Yahya Salawati Rp. 2.500.000,-
6. Jamerro Kaloko Rp. 2.000.000,-
7. Masdariati/Pt. Jama Rp. 10.000.000,-
8. Pt. Haramiah Rp. 4.000.000,-
9. Pt. Subaedah/Pt. Rennu Rp. 9.000.000,-
10. Nurhayati Rp. 3.300.000,-
11. Muhayan Sikki Rp. 2.000.000,-
12. Asis Sawiah Rp. 3.000.000,-
13. Pt. Rimba Rp. 4.000.000,-
14. Pt. Rimba Rp. 3.000.000,-
15. Pt. Suka Rp. 5.000.000,-
16. Lampe Rp. 3.000.000,-
17. Sultan Niar Rp. 1.500.000,-
18. Ambo Tuo Majid Rp. 5.500.000,-
19. Muhayan Sikki Rp. 4.500.000,-
20. Naje Rahmatiah Rp. 7.000.000,-
21. Ude Kamma Rp. 12.000.000,-
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22. Syamsiah Rp. 5.000.000,-
23. Aris Munandar Rp. 5.500.000,-
24. A. Rugaya Pattopoi Rp. 4.000.000,-
25. Asri Rp. 4.000.000,-
26. Toing Rp. 10.000.000,-
27. Ahmad Ruslan Lamo Rp. 3.000.000,-
28. Banuna Rp. 1.500.000,-
29. Hajira Bandu Rp. 4.500.000,-
30. Jalaluddin Rp. 8.000.000,-
31. Arifuddin/Hasbi Rp. 8.500.000,-
32. Hariani B Pt. Seha Rp. 3.500.000,-
33. Mappiare Jami Rp. 3.000.000,-
34. Haris Arni/Hasanuddin Rp. 7.000.000,-
35. Uddin Ali Rp. 4.500.000,-
36. Haris Arni/Nasaruddin Rp. 2.000.000,-
37. Made/Medan Rp. 8.000.000,-
38. Alwi Situru Rp. 17.000.000,-
39. H.A.M. Yusuf Rp. 5.000.000,-
40. Pt. Mamma Rp. 45.000.000,-
41. Andi Suriati/Niswa Rp. 6.000.000,-
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42. Andi Amsal Rp. 8.500.000,-
43. Ambo Hasnia Rp. 4.500.000,-
44. Abd.Azis Rp. 3.500.000,-
45. Muh. Nur Ramba Rp. 5.000.000,-
46. Muh. Nur Ramba Rp. 4.000.000,-
47. Suyuti Rp. 11.500.000,-
48. Mustari Umar Rp. 8.500.000,-
49. Hasbi Rp. 1.500.000,-
50. H. Ibrahim Rp. 2.000.000,-
51. Ahmad DG Masenge Rp. 2.500.000,-
52. Rahim/Eda Rp. 7.250.000,-
53. M. Arifin Antong Rp. 9.000.000,-
54. Hasna B Duming Rp. 10.000.000,-
55. Nasrullah, S.Ag Rp. 11.000.000,-
56. Ahmad Ruslan Lamo Rp. 9.000.000,-
57. Ali/Hajira Rp. 4.000.000,-
58. Arsyad Kunnu/Jalaluddin Rp. 9.000.000,-
59. M. Syuaib S Rp. 3.200.000,-
60. Muratang/Arifuddin Hasbi Rp. 6.500.000,-
61. Hariani Bt Pt Seha Rp. 7.000.000,-
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62. Suaebah Muleking Rp. 8.000.000,-
63. Uddin Ali/Baharuddin Rp. 5.200.000,-
64. Abd. Haris Arni/Nasaruddin Rp. 3.500.000,-
65. Indo Tang Pt Senge Rp. 13.500.000,-
66. Wahyuni Abdullah Rp. 17.000.000,-
Total jumlah ganti rugi keseluruhan
Rp. 426.550.000,-
Sumber : Data dari Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Sinjai
C. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembebasan Hak Milik Atas Tanah
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asri Ameru (56 tahun) pekerjaan
Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Kabupaten Sinjai
mengatakan bahwa “Pada umumnya yang menjadi faktor-faktor penghambat
pelaksanaan pembebasan tanah berupa :
1. Di atas tanah tersebut terdapat sengketa.
2. Tidak terdapat musyawarah mufakat antara pemilik tanah dengan
pemerintah.
3. Terdapat perkara diatas tanah itu.
4. Pemilik tanah tidak jelas dimana.
5. Tidak jelas surat kepemilikan tanahnya.
Kelima hal tersebut kebanyakan sering kita jumpai di lapangan yang menjadi
penghambat pembebasan tanah.”7
Selanjutnya wawancara penulis dengan bapak H. Ishak, (52 tahun) pekerjaan
Kadis Pekerjaan Umum menyatakan bahwa :
7 Asri Ameru, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan,
wawancara, Sinjai 17 April 2017.
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Yang menjadi penghambat pembebasan tanah di kecamatan sinjai timur adalah
karena adanya sengketa pada tanah yang mau dibebaskan tersebut. Mereka
bersengketa sendiri karena tanah tersebut harta warisan dari ayah yang berasal
dari kakek mereka. Yang satu mengatakan dia yang punya, dan yang satunya
lagi mengatakan dia yang berhak.8
Wawancara penulis dengan Bapak Aming, (67 Tahun) pekerjaan Petani
menyatakan bahwa :
Saya beserta beberapa pemilik tanah yang lain belum mendapat ganti rugi
padahal surat-surat kami lengkap sebagai pemilik sah, namun sampai sekarang
belum juga mendapat ganti rugi seperti yang dijanjikan sementara pelebaran
jalan telah dilakukan.9
Setelah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber di atas, penulis
menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat pembebasan hak milik atas
tanah di Kecamatan Sinjai Timur yaitu karena diatas tanah yang ingin dibebaskan
terdapat sengketa mengenai siapa pemilik tanah tersebut. Satu orang mengatakan
bahwa dialah pemilik tanah tersebut dan yang lainnya mengatakan dialah yang
berhak. Ada yang bersedia membebaskan dan ada pula tidak berkeinginan. Beberapa
orang pula keberatan tanahnya dibebaskan namun mereka sendiri tidak punya surat-
surat dan alat bukti kepemilikan. Selain itu faktor penghambat lainnya yaitu karena
adanya pihak ketiga yang sengaja memanfaatkan dengan mencari keuntungan dengan
adanya pembebasan tanah tersebut. Serta adanya pemilik tanah yang belum mendapat
ganti kerugian sementara pelebaran jalan telah dilakukan.
8 H. Ishak, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, wawancara, Sinjai 07 Juni 2017.





Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal
sebagai berikut :
1. a. Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah dikeluarkan berdasarkan
Keputusan Bupati Sinjai Nomor 990 tahun 2016 dengan susunan Sekretaris
Daerah Kabupaten Sinjai sebagai Penasehat, Kepala dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Sinjai sebagai Ketua, Kepala BPN sebagai Wakil Ketua, Kepala
Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan sebagai Sekretaris, Asisten Tata Praja
Setdakab sebagai anggota, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab
sebagai anggota, Kabag Adm. Pemerintahan Umum Setdakab sebagai
anggota, Camat Sinjai Timur sebagai anggota, dan Lurah Samataring sebagai
anggota.
b. Proses musyawarah pembebasan tanah di Kecamatan Sinjai Timur
dilakukan selama 3 kali musyawarah dikarenakan jumlah ganti rugi yang
ditawarkan pemerintah yang memerlukan tanah tidak sesuai dengan yang
diharapkan oleh pemilik tanah.
c. Setelah dilakukan musyawarah yang ketiga kalinya akhirnya terjadi
kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemerintah. Adapun kesimpulan
Panitia Pembebasan Tanah yaitu bahwa harga tanah disekitar Jalan Poros
Sinjai – Kajang berkisar Rp. 163.000,- s/d Rp. 266.000,-. Sedangkan disekitar
Kelurahan Samataring berkisar Rp. 98.000,- s/d Rp. 107.000,- permeter.
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2. Standar penentuan ganti rugi pembebasan hak milik atas tanah di Kecamatan
Sinjai Timur untuk pelebaran jalan yaitu pendekatan penilaian yang
digunakan sesuai dengan harga pasar yang berlaku.
3. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pembebasan hak milik atas
tanah di Kecamatan Sinjai Timur yaitu :
a. Adanya sengketa diatas tanah yang akan dibebaskan dimana tanah tersebut
adalah harta warisan.
b. Banyaknya warga yang mengaku sebagai pemilik atau yang berhak atas
tanah tersebut namun tidak dapat memberikan bukti-bukti atau surat
kepemilikan berupa sertifikat.
c. Terdapat pemilik tanah yang belum mendapat ganti rugi terhadap
tanahnya yang dibebaskan, sementara proyek pelebaran jalan telah
dilakukan.
d. Adanya pihak ketiga yang sengaja memanfaatkan untuk mencari
keuntungan dengan adanya pembebasan tanah tersebut.
B. Saran
1. Kepada masyarakat, seharusnya jika memiliki sebidang tanah agar sesegara
mungkin mengurus surat-suratnya agar supaya bukti kepemilikan akan tanah
jelas sehingga menghindari sengketa dan memudahkan pemberian ganti rugi
jika suatu saat dilakukan pembebasan tanah.
2. Kepada pihak yang ingin mencari keuntungan, seharusnya kita bersama-sama
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